PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005 — 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangk@anB Daerah (RPJP
Daerah) mempunyai peran dan fungsi penting dalamentakan
arah dan prioritas pembangunan Daerah secara aprtghna

mempercepat perwujudan masyarakat adil dan makmur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayatJri@dang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dPguntan
Nasional, maka agar kegiatan pembangunan di Dakeyadit berjalan
efektif, efisien, dan tepat sasaran perlu ditetapkaencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarsksiich pada huruf
a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturagrdbatentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJBh)Dae
Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19B@tang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propavsa JJengah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N@&mMahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Bataeggah
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam LingkuPgapinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik IndonesiainTd®65
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indaridsmor
2757);



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuahsyara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nody
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2&s)4

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberamma
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah0d Rdmor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No3tais )4

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara kepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragarse
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SisteenPanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik nbxia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara bRkepu

Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemb&nta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@4 200mor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmadld438),
sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengdadang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kdédaa
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembanta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@8 200mor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadidgv4);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalteeratb
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noi&®,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod8)4

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 25 20
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NoB®)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noff@0)4

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanahoalal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No6ig
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noff4)4



10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PendRasmg
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NMo6®
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noffi)4

11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentamgpt&ean
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, ¥8dari Hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Propinsi a Jaw

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentamtuaBan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahamdagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangaDa
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesiaui €005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4575);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgédR#aan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon&alaun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repuindignesia
Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadprRan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemariidalesah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nofb,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@3 4 ;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentarig Tara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Ramba
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No&t)
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoG®i3)4

17.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentarig Tara
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang afeemb
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, TEdrab

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgbBgian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerint@aerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kb&miparan
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TEdrab

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangridektrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republikné&sdo
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Rkepub

Indonesia Nomor 4816);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangpBa) Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pedatsd&encana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Is@domahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repubtibnesia
Nomor 4817);

21.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Bahge,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Peagandan

undangan;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahugé 2€ftang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ddanah
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan PembangunamahDaer
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kefidaiun
2006 Nomor 6 Seri E No. 4).

23.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 TahQid #htang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan PemerintahidwarPyang
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah KabupatemdaKe
( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nd#h@&eri E
No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KendabNa?2);

24 .Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 TahQid ghtang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal ( Leanblaaerah
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 23 Seri E No.TABybahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21);



25.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 TahOi &nhtang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kaliwuikgbupaten
Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahury 20@mor
24 Seri E No. 14, Tambahan Lembaran Daerah Kaboug&tadal
Nomor 22);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 TahOi &htang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kajuvun
Kabupaten Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kemdhaln
2007 Nomor 25 Seri E No. 15, Tambahan Lembaran dbaer
Kabupaten Kendal Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN
2005 — 2025.
BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkatitdaetmagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati ad&gpala Daerah
Kabupaten Kendal.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabufateial
Tahun 2005 — 2025 yang selanjutnya disebut selddBdP Daerah
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah patigkie
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 psandengan
tahun 2025.



5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabteatdal
yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokyressncanaan

pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB I
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

(1) Program pembangunan Daerah periode 2005- 2025sditakan
sesuai dengan RPJP Daerah.

(2) Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaidiaraksud
pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalanpidaamyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuesrdh ini.

Pasal 3
RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, men drah
pembangunan Daerah.

Pasal 4

Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud &asah 2 dan Pasal
3 terdiri dari :

BAB | . PENDAHULUAN

BAB I . KONDISI UMUM

BAB Il : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005-2025

BAB IV : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005-2025

BAB V . PENUTUP



(1)

(2)

3

(1)

(2)

(1)

(2)

3

Pasal 5

RPJP Daerah adalah sebagaimana tercantum dalamraanypng

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratugserdh ini.

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1adnpafoman
dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi,, rdem

program Bupati.

Dalam penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksladgyat

(2), harus memperhatikan RPJM Nasional.

Pasal 6

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunanuickark
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan dd&tuphti
yang sedang memerintah pada tahun terakhir perakanbya
diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Da@R&PD)

untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupatuieya.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakdagali
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan danj@€&laerah
tahun pertama periode pemerintahan Bupati berileutny

BAB Il
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evalua

pelaksanaan RPJP Daerah.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud gzda(l)
bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan arsas
pembangunan yang tertuang dalam rencana pembanguaran

dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasa

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaamcangn

pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

(1) Ketentuan mengenai RPJM Daerah yang telah adahnedap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan PeraturaniDiaera

(2) RPIJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diagsuaikan
dengan RPJP Daerah sebagaimana diatur dalam Rer&aerah ini,
paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkanmratBran Daerah

ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggailddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ysetangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram Daerah

Kabupaten Kendal.
Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 17 Juni 2008.

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 17 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2008
NOMOR 2 SERI E NO. 1



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005 — 2025

. UMUM

Wilayah Kabupaten Kendal terletak pada %00’ - 110 18’ Bujur Timur dan &
32’ - 7 24’ Lintang Selatan. Batas wilayah administrasbfaten Kendal meliputi :

= Utara : Laut Jawa

= Timur : Kota Semarang

= Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temnaggg
= Barat : Kabupaten Batang

Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari baettimur adalah sejauh 40 km,
sedangkan dari utara ke selatan adalah sejauh 3Rampaten Kendal mempunyai luas
wilayah sebesar 1.002,23 kiyang terbagi menjadi 20 wilayah kecamatan, 20rkékn
dan 265 desa. Panjang pantai Kabupaten Kendalredalkm.

Secara umum wilayah Kabupaten Kendal terbagi me2jgdua) daerah dataran
yaitu daerah dataran rendah dan daerah dataragi.tiglayah Kabupaten Kendal
bagian utara merupakan daerah dataran rendah d&egaggian antara 0 — 10m dpl,
meliputi kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, @egi Gemuh, Ngampel,
Ringinarum, Pegandon, Patebon, Kendal, Brangsongliwdngu Selatan, dan
Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatemupakan daerah dataran tinggi
yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketingigara 10 — 2.579m dpl, meliputi

Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Pe&@aggrojo, Boja, dan Limbangan.

Ibukota Kecamatan Plantungan merupakan ibukotankaiza yang tertinggi letak
daerahnya dengan ketinggian 723 meter di atas p@anulaut, sedangkan ibukota
Kecamatan Kota Kendal merupakan ibukota kecamadag yerendah letak daerahnya

dengan ketinggian 3 meter di atas permukaan laut.
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Mengingat wilayah Kabupaten Kendal yang terbagi jadin2 (dua) daerah
dataran, maka kondisi tersebut mempengaruhi koiidiisi wilayah Kabupaten Kendal.
Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara yang didosiinéeh daerah dataran rendah
dan berdekatan dengan laut Jawa, maka kondisi thlidaerah tersebut cenderung lebih
panas dengan suhu rata-ratd@7Sedangkan wilayah Kabupaten Kendal bagian selata
yang merupakan daerah pegunungan dan dataran, tkoggiisi iklim di daerah tersebut
cenderung lebih sejuk dengan suhu rata-rat€.26urah hujan di wilayah Kabupaten
Kendal dapat diketahui dari banyaknya hari hujan danyaknya curah hujan, yang
diambil dari tempat pencatatan hari hujan dan bamyea curah hujan di Kendal, Weleri,
Kaliwungu, Boja, dan Sukorejo. Hasil pencatatan hajan ini dilaporkan tiap bulan,
sehingga dapat diketahui bulan dengan curah higgitdan bulan dengan curah hujan
rendah.

Pembangunan Kabupaten Kendal adalah rangkaian upeg@gangunan yang
berkesinambungan yang meliputi pemerintah dan @elaspek kehidupan masyarakat
untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuarbgaegunan Kabupaten Kendal
dengan mengarah pada pencapaian pembangunan hasRaagkaian upaya
pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangumanbgalangsung tanpa henti,
dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakiajeherasi ke generasi.

Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam kombeksenuhi kebutuhan masa
sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi ¥amgdatang untuk memenuhi
kebutuhannya. Pembangunan Jangka Panjang Daeraipdtab Kendal Tahun 2005 —
2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebghumintuk mencapai tujuan
pembangunan Kabupaten Kendal. Untuk itu, dalamd2@ (uluh) tahun mendatang,
sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Kenaak umelakukan penataan
kembali berbagai langkah, antara lain di bidanggptriaan sumber daya alam, sumber

daya manusia, dan lingkungan hidup.

Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan NMe@@aBHN), maka Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangiangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025 dijadikan sebagai pedoman damnag@enyusunan rencana
pembangunan daerah. Untuk menjaga pembangunan lyarkglanjutan di daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah samgatukdin. Seperti yang
diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-UndangoN 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)nyamgrintahkan penyusunan
RPJP Daerah yang menganut paradigma perencanagivigamer, maka RPJP Daerah
hanya memuat arahan secara garis besar.
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Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 ( dua Puluh yntaRelaksanaan RPJP
Daerah 2005 — 2025 terbagi dalam tahap-tahap pmmaano pembangunan dalam
periodisasi perencanan pembangunan jangka menelzgabh 5 (lima) tahunan, yang
dituangkan dalam RPJM Daerah | Tahun 2006 — 20BMRDaerah Il Tahun 2011 —
2015, RPJM Daerah 1ll Tahun 2016 — 2020, dan RB3édrah 1V Tahun 2021 — 2024.
RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam nenRi’sIM Daerah. Pentahapan
rencana pembangunan daerah disusun dalam masimggmaeriode RPJM Daerah
sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yapdild secara langsung oleh rakyat.
RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerafgkesbumum, program Bupati,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangk@nomi makro yang mencakup

gambaran perekonomian secara menyeluruh.

RPJM Daerah sebagaimana tersebut di atas dijab&ekadalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencandgegunan tahunan daerah
yang memuat prioritas pembangunan daerah rancategangka ekonomi makro yang
mencakup gambaran perekonomian secara menyelummlbgek arah kebijakan fiskal,
serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Dadakm bentuk kerangka regulasi

dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan ndanghindarkan
kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati sedang menjabat pada tahun
terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKPdahgy diperlukan sebagai
pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Peadadanh Belanja Daerah
(RAPBD) pada tahun pertama periode bupati terpiihikutnya, yaitu pada tahun 2011,
2016, 2021, dan 2026. Namun demikian, Bupati térpderiode berikutnya tetap
mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempum&4@PD dan APBD pada
tahun pertama masa jabatannya yaitu tahun 20116,22021, dan 2026, melalui
mekanisme perubahan APBD sebagaimana diatur daladang-Undang Nomor 17

tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dd&DA$tbagaimana
dimaksud di atas, serta tertuang dalam penjelasatang — Undang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjaiogpaldasahun 2005-2025, maka
jangka waktu keseluruhan RPJP Daerah adalah 208&-3@dangkan periodisasi RPIJM
Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nwadidikarenakan pemilihan kepala
daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktselgagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemBentBaerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008ardping itu, Bupati paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkdaWJM Daerah sebagaimana diatur
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dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentarigr8iBerencanan Pembangunan
Nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannyatBexa Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten K&ablah 2005 - 2025 adalah

untuk :

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dabemcapaian tujuan

pembangunan daerah,;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, danergi baik antarwilayah,

antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah onraugntara pusat dan daerah;

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perer@g penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;

d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya sefisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan; dan
e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJP Daerah diwujudkan dalam visi, misi, dan arami@angunan daerah yang
mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicagahd<abupaten Kendal serta strategi
untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran digatajuan pembangunan daerah,
sedangkan misi adalah rumusan untuk mewujudkanMeska dari itu, perlu dinyatakan
secara tegas mengenai misi, yaitu upaya-upayaudéak mencapai visi tersebut. Misi
ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strgpegnbangunan jangka panjang daerah
Kabupaten Kendal.

Perencanaan jangka panjang lebih condong padat&egéah pikir yang bersifat
visioner, sehingga penyusunannya akan lebih méeitd¢kan partisipasi segmen
masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seppérguruan tinggi, lembaga-lembaga
strategis, individu pemikir-pemikir visioner sertasur-unsur penyelenggara negara
yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengatap mengutamakan kepentingan
rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan unapaspembangunan dilaksanakan.
Oleh karenanya rencana pembangunan jangka pangerghdyang dituangkan dalam
bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerahaladatoduk dari semua elemen
masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga daeralanisagi kemasyarakatan dan

organisasi politik.
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RPJP Daerah ini disusun dengan mengacu pada RRsiéhllayang karakteristik
dan potensinya disesuaikan dengan daerah Kabuiatetal. Selanjutnya RPJP Daerah
dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Menging®JP Daerah menjadi acuan
dalam penyusunan RPJM Daerah, maka RPJP Daerdlitatapkan dengan Peraturan
Daerah. RPJP Daerah ini disusun melalui musyawaerkncanaan pembangunan
daerah ( Musrenbangda ). Sebelumnya Rancangan B&JIRh hasil musrenbangda
dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan MerNegara Perencanaan Pembangunan

Nasional / Kepala Badan Perencanaan PembangunamBlasBAPPENAS ).

RPJP Daerah merupakan rangkaian upaya pembanguraatahd yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehmumasyarakat di Daerah untuk
mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan am@Endang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan damikRPJP Daerah mempunyai
peran dan fungsi penting dalam menentukan arahpdantas pembangunan Daerah

secara bertahap guna mempercepat perwujudan mistlyadd dan makmur.

Rangkaian upaya pembangunan daerah tersebut dipai@a prinsipnya memuat
kegiatan pembangunan yang berlangsung terus meneieisgan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dari generasi ke gendPataksanaan upaya tersebut
dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masaraed tanpa mengurangi

kemampuan generasi yang akan datang untuk memiegiminiuhan lahir maupun batin.

RPJP Daerah memuat misi, visi, dan arah pembangangka panjang Daerah.
RPJP Daerah tersebut menjadi pedoman dalam pergru&®JIM Daerah yang memuat
visi, misi, dan program Bupati yang sesuai dengadadg-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanadialzdth kedua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Visi, misi, gangram tersebut disampaikan

pada saat kampanye .

Sementara itu, sesuai ketentuan Pasal 13 ayan@ng-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasigaakegiatan pembangunan
di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepasaran diperlukan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerahjlijetapkan dengan Peraturan
Daerah.
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Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu memtbdperaturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeadlupaten Kendal Tahun
2005-2025 .

Secara garis besar, materi Peraturan Daerah te®3§ Daerah 2005 -2025
terdiri dari 5 Bab, dan 9 Pasal yang mengatur megigeengertian-pengertian, muatan
RPJPD Kabupaten Kendal, pemantauan dan evalubadtg pelaksanaan RPJP Daerah
dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RR#vBh yang telah ada dengan
berlakunya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerdh 2@D25 serta lampiran yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Waraturan Daerah tentang
RPJP Daerah 2005 — 2025 yang berisi visi, misi,atah pembangunan jangka panjang
2005 - 2025.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Cukup jelas.
Pasal 2 . Cukup jelas.
Pasal 3 . Cukup jelas.
Pasal 4 . Cukup jelas.
Pasal 5 . Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan RKPD ntapertama adalah RKPD
tahun anggaran 2011, 2016, 2021, dan 2026.

ayat (2) : Bupati terpilih periode berikutnya fetmempunyai ruang gerak
yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan RAPBD pada

tahun pertama masa jabatannya melalui mekanismatean

APBD.
Pasal 7 . Cukup jelas.
Pasal 8 . Cukup jelas.
Pasal 9 . Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 30
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BAB |
PENDAHULUAN

[.1 PENGANTAR

1. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indortetah mengisi
kemerdekaan selama 63 tahun sejak Proklamasi 18tég1945. Dalam era dua
puluh tahun pertama setelah kemerdekaan (1945-196&)gsa Indonesia
mengalami berbagai ujian yang sangat berat. Indeondelah berhasil
mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedanégara. Persatuan dan
kesatuan bangsa berhasil pula dipertahankan dengaedam berbagai benih
pertikaian, baik pertikaian bersenjata maupun kegn politik diantara sesama
komponen bangsa. Pada masa itu para pemimpin bamgbasil menyusun
rencana pembangunan nasional. Namun, suasana Yandn ketegangan dan
pertikaian telah menyebabkan rencana-rencana tdrsetak dapat terlaksana
dengan baik.
2. Selanjutnya pada kurun waktu 1969-1997 Kabupatemd#leberhasil menyusun
Propeda secara sistematis melalui tahapan limanghuPembangunan tersebut
merupakan penjabaran dari Pola Dasar PembangunaraliDgang memberikan
arah dan pedoman bagi pembangunan untuk menc#gpaitei sebagaimana yang
diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar&l&gpublik Indonesia
Tahun 1945. Tahapan pembangunan yang disusun dabasea itu telah
meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembanbarieelanjutan dan berhasil
meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti teroedniam berbagai indikator
ekonomi dan sosial. Proses pembangunan pada kuaektuwersebut sangat
berorientasi padautput dan hasil akhir. Sementara itu, proses dan terutama
kualitas institusi yang mendukung dan melaksandldak dikembangkan dan
bahkan ditekan secara politis sehingga menjadaretdrhadap penyalahgunaan
dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara poofals Ketertinggalan
pembangunan dalam sistem dan kelembagaan politikkurh, dan sosial
menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpangsgarkeadilan dan dengan
sendirinya mengancam keberlanjutan proses pembangunsendiri.
3. Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berk@agbmenjadi krisis
multidimensi, yang selanjutnya berdampak pada @drai (reformasi) di seluruh
sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegararniefotersebut memberikan
semangat politik dan cara pandang baru sebagaiteacermin pada perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabo#5. Perubahan
substansial dalam Undang - Undang Dasar NegarabRleprdonesia Tahun 1945
yang terkait dengan perencanaan pembangunan adalah
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak diamaratlagi untuk
menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN);

b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pgaa secara langsung oleh
rakyat; dan

c. desentralisasi dan penguatan otonomi daerah.

4. Tidak adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah akagakieatkan tidak adanya
lagi rencana pembangunan jangka panjang pada raageakan datang. Pemilihan
secara langsung memberikan keleluasaan bagi calgatBdan calon Wakil
Bupati untuk menyampaikan visi, misi, dan progragmpangunan pada saat
berkampanye. Keleluasaan tersebut berpotensi metkarb ketidaksinambungan
pembangunan dari satu masa jabatan Bupati dan \Bakiati ke masa jabatan
Bupati dan Wakil Bupati berikutnya.



5. Untuk itu, seluruh komponen sepakat menetapkanemistperencanaan
pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahui¥ 2éntang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yandaldmnya diatur
perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka rgeherf5 tahun), dan
pembangunan tahunan.

6. Seperti halnya yang telah diamanatkan di dalamlR&sayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaandpgunban Nasional (UU
SPPN), RPJP Daerah ditetapkan dengan PeraturaalDaerta berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencansb&hgunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025.

7. Penyusunan RPJP Daerah mengacu pada Rencana Pandradgngka Panjang
Nasional. Diharapkan perencanaan pembangunan daetah sinergi dengan
pembangunan nasional karena dengan adanya desasiralan penguatan
otonomi daerah berpotensi mengakibatkan perencageabangunan daerah tidak
sinergi antara daerah yang satu dengan daerah ijmngya serta antara
pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional.

[.2 PENGERTIAN

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangaeamh Kabupaten
Kendal yang merupakan penjabaran dari visi, misin irah pembangunan daerah
Kabupaten Kendal untuk masa 20 tahun ke depaniy@mgakup kurun waktu mulai dari
tahun 2005 hingga tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJP Daerah Tahun 2005-2025, adalah dokumen pasamcgembangunan
daerah periode 20 (dua puluh) tahun, terhitungksigjaun 2005 sampai dengan tahun
2025, ditetapkan dengan maksud memberikan aratiggekanenjadi acuan bagi seluruh
komponen (Pemerintah Daerah, masyarakat, dan diaiaa). Dalam mewujudkan cita-
cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengarmisi, dan arah pembangunan
yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya \ditakukan oleh pelaku
pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, daimgahelengkapi satu dengan lainnya, di
dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun tujuan penyusunan RPJP Daerah ini adalaigaepedoman penyusunan
RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bup&akil Bupati Terpilih.

[.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Petuken Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengalagseimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentangb&#mkan Daerah
Tingkat Il Batang dengan mengubah Undang-Undang dfob3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dataykungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah6s Nbmor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuamnggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Bdrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbera@aindegara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Témbd embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtuReraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Istiod@hun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadid389) ;



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sisteerencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republiknbsia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslariddomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PerabantDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,bEdran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telabati kedua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangb&ean Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®aerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Edrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindram@uangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LemNagara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaralfRkepndonesia Nomor
4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencansb&hgunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negepablik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repuldini@sia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penandgdeacana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Edrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penandviwalal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Edrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenaRang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Edrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangt&san Mulai Berlakunya
Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Fémhbentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat danaDdstimewa Yogyakarta;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentartud®an Kotamadya
Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Rdpuibtionesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamsmor 3079);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanga DBerimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Modf/, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeRd#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah08 Rdmor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentartg Tara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara likepudionesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Repuldini@sia Nomor 4664);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgpb&gian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dadfabvinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NeBapublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rkepgotdonesia Nomor
4737) ;

18.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangridektrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia nf&08 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@its )4



19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangapke Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaapnaf Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahG8 Rbmor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21nraf03 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 TaB06 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah darsaRatak Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahurb 28Gtang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dasaRalak Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kendal (Lemlizmarah Kabupaten
Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor : 4);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahuwiv 28ntang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Piljlaag menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaranabacabupaten Kendal
Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8, Tambahan Leamb&raerah Kabupaten

Kendal Nomor 12);

24 .Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 TahQi #htang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerahupaten Kendal Tahun
2007 Nomor 23 Seri E Nomor 13, Tambahan LembarardbaKabupaten Kendal

Nomor 21);

25.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 Tah@y 28ntang Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kaliwungu KaliepaKendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 24 SeéYioEor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tah@Y 28ntang Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kaliwungu KatmmpKendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 25 SeéMioBor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23).

[.5 TATA URUTAN

RPJP Daerah Tahun 2005-2025 disusun dalam tanuwsebagai berikut:

Bab |l Pendahuluan.
Bab Il Kondisi Umum Daerah.

Bab Il Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabup#tendal Tahun 2005-2025.
Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunagk3aPRanjang Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2005-2025.

Bab vV Penutup.



BAB Il
KONDISI UMUM DAERAH

[1.1 KONDISI PADA SAAT INI

Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal yang telaksdilakan selama
ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidargidupan masyarakat, yang
meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beraga&konomi, ilmu pengetahuan
dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keaan, hukum dan aparatur,
pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaamasallan prasarana, serta
pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungdaph Di samping banyak
kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pulatgatn atau masalah yang belum
sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih dipanukpaya mengatasinya dalam
pembangunan Daerah Kabupaten Kendal 20 (dua ptalbbip ke depan.

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1.

Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaanit ter&t dengan kualitas
hidup manusia dan masyarakat Kabupaten Kendal. iKiokehidupan masyarakat
dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktwr ypenduduk serta kualitas
penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, dan |mgko.

Di bidang kependudukan, upaya untuk mengendalianpertumbuhan penduduk
harus terus menerus dilakukan sehingga dari wagtw&ktu laju pertumbuhan
penduduk dapat dikendalikan. Pelaksanaan progralarka berencana di
Kabupaten Kendal telah mampu membina penduduk gasarsia subur sebanyak
129.138 orang pada tahun 2006, atau 75,61 % datajul70.799 pasangan usia
subur.

Upaya untuk membangun kualitas manusia tetap miemachatian penting.
Sumber daya manusia (SDM) merupakan subjek dan ligeka objek
pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup maseg& di dalam kandungan
hingga akhir hayat. Kualitas SDM menjadi makin bgéing antara lain, ditandai
dengan meningkatnya indeks pembangunan manusig @bupaten Kendal dari
67,9 pada tahun 2005 menjadi 68,2 pada tahun 2006.

Status kesehatan masyarakat, di Kabupaten Kendhltersedia berbagai fasilitas
kesehatan berupa rumah sakit, Puskesmas, |Puskgsnasantu/klinik, dan
dokter praktek. Pelayanan kesehatan di Kabupatedd{eebagian besar dilayani
melalui Puskesmas dan Puskesmas pembantu yantpaemdieseluruh wilayah
kecamatan. Jumlah fasilitas kesehatan tahun 26@Q#ritdari : 1.353 buah
posyandu, 25 buah puskesmas induk, 51 buah puskepemabantu, 25 buah
puskesmas keliling. Sedangkan jumlah rumah sakitra tipe B sebanyak 1 buah,
rumah sakit swasta sebanyak 2 buah. Dari data yersgdia dapat diketahui
tentang jumlah orang kurang gizi sebanyak 3.59%.jiecara khusus beberapa
kekurangoptimalan penanganan masalah kesehatamddif antara lain, dengan
masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dagginya angka kematian
bayi dan balita. Sanitasi lingkungan masih burukpddesaan, hal ini ditandai
dengan jumlah penderita ISPA yang masih cukup tipgigu sebesar 20.860 orang
dan penyakit diare sebesar 16.948 orang Selajmgini kurang terutama pada
balita masih menjadi masalah besar dalam upaya emoib generasi yang
mandiri dan berkualitas.

Taraf pendidikan penduduk Kabupaten Kendal ditandangan tersedianya
fasilitas pendidikan yang memadai. Kabupaten Kesdahra keseluruhan sudah
memiliki fasilitas pendidikan dari jenjang terendsmpai dengan tingkat lanjutan
dan beberapa perguruan tinggi. Pada tahun 2006alurdman kanak-kanak
sebanyak 381 buah, sekolah dasar sebanyak 590jbodah sekolah luar biasa 1
buah, sekolah lanjutan pertama sebanyak 79 buahliahusekolah lanjutan atas



sebanyak 47 buah. Namun dalam beberapa haltdagiendidikan belum mampu
memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hakbeit terutama disebabkan
oleh ketersediaan pendidik belum memadai baik adazantitas maupun kualitas,
kesejahteraan pendidik masih rendah, fasilitas jdrelbelum tersedia secara
mencukupi, dan biaya operasional pendidikan belisadiakan secara memadai.
Ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dasamenengah banyak yang
rusak, hingga tahun 2006 tercatat 1.716 gedund roseat, 1.929 rusak sedang,
2.934 rusak ringan dan baru sebagian telah digert®elum adannydink and
match antara pendidikan dan dunia kerja, biaya pendidikeygi, serta monitoring
dan evaluasi kegiatan belajar mengajar masih betytimal. Hal tersebut
diperburuk lagi oleh tingginya disparitas taraf gieikan antarkelompok
masyarakat, terutama antara penduduk kaya danmaeskiara wilayah perkotaan
dan perdesaan, antardaerah, dan disparitas gender.

. Pemberdayaan perempuan dan anak, telah menunjugkamgkatan yang
tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempdan anak, tetapi belum di
semua bidang pembangunan. Di samping itu, parsisiggemuda dalam
pembangunan juga makin membaik seiring dengan laudi raga yang meluas
di kalangan masyarakat. Taraf kesejahteraan sosalarakat cukup memadai
sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, patgyaehabilitasi, dan
perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasgk penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) dan pecandu narkotikobat-obatan terlarang.

. Pembangunan di bidang budaya ditandai dengan meaimg pemahaman
terhadap keberagaman budaya, pentingnya tolerdasi,pentingnya sosialisasi
penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta neukairbbangnya interaksi antar
budaya. Namun, di sisi lain upaya pembangunanifjatsgperti penghargaan pada
nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sokelteluargaan, dan rasa cinta tanah
air dirasakan makin memudar. Hal tersebut, disedralaiatara lain, karena belum
optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, §oyan keteladanan para
pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepabeynyerapan budaya
global yang negatif, dan kurang mampunya menyetafaya global yang lebih
sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmenataaisi sosial dan ekonomi
masyarakat

. Dalam bidang agama, kesadaran melaksanakan ajgesmaadalam masyarakat
tampak beragam. Masyarakat Kabupaten Kendal sebagisar beragama Islam
890.117 orang (99,00 %). Sedangkan jumlah pendwyamk beragama Kristen
sebanyak 4.104 orang (0,46 %), yang beragama Klateebanyak 4.063 orang
(0,45 %), yang beragama Hindu sebanyak 460 oraf§)(0yang beragama Budha
sebanyak 359 orang (0,04 %). Pada sebagian maayakehidupan beragama
belum menggambarkan penghayatan dan penerapamifaiaajaran agama yang
dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakatasihnpada tataran simbol-
simbol keagamaan dan belum pada substansi niiajdran agama. Akan tetapi,
ada pula sebagian masyarakat yang kehidupannya soeladekati, bahkan sesuai
dengan ajaran agama. Dengan demikian, telah turkbsadaran yang kuat di
kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sasidhubungan internal
dan antar umat beragama yang aman, damai, darg sakmghargai. Namun,
upaya membangun kerukunan intern dan antar umagéera belum juga berhasil
dengan baik, terutama di tingkat masyarakat. Ajagama mengenai etos kerja,
penghargaan pada prestasi, dan dorongan mencapadjue belum bisa
diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkesyarakat untuk
membangun. Selain itu, pesan-pesan moral agamanmbekpenuhnya dapat
diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.



B. Ekonomi

1. Otonomi daerah yang telah diberlakukan tenturiglak bisa lepas dari
perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Saflahdmntaranya adalah
pembangunan di bidang perekonomian. Nilai inveskadupaten Kendal pada
tahun 2005 sebesar Rp 7.983.201.850.000,00 sedangkda tahun 2006
meningkat menjadi Rp 7.991.507.603.000,00. Sedangkai produksi pada tahun
2005 sebesar Rp 1.921.447.980.000,00 dan pada 246 meningkat menjadi
Rp 1.958.920.456.000,00. Di Kabupaten Kendal teaatiggrusahaan yang pada
tahun 2005 sebanyak 17.446 buah. Pada tahun 2008hyperusahaan meningkat
menjadi 17.495 buah. Jumlah tenaga kerja yangrégrgada tahun 2005 sebanyak
62.708 orang dan pada tahun 2006 meningkat meB@@24 orang. Kondisi
perekonomian di Kabupaten Kendal secara umum ddigatahui dari besaran
Produk Domestik Regional Bruto dan tingkat inflgsing terjadi. Berdasarkan
harga berlaku, PDRB Kabupaten Kendal pada tahurb 2{¥h 2006 masing-
masing sebesar Rp 6.062.143.000.000,00 dan Rp .67%&%880.000,00.
Memperhatikan pada besaran angka nominal terlirtipeningkatan pendapatan
per kapita yang cukup signifikan, tetapi kalau dkan dengan laju inflasi yang
mencapai 16,73 % pada tahun 2005 dan 6,08 % pddm ta006. Besaran
pendapatan perkapita yang mencerminkan kesejahterasyarakat yang telah
berhasil ditingkatkan lewat program-program pembaag yang dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten Kendal.

Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan hargastem yang lebih

menggambarkan kondisi riil perekonomian Kabupatemd&l pada tahun 2005

dan tahun 2006, besarnya masing-masing adalah &{¥.354.260.000,00 dan

Rp 4.423.060.950.000,00. Dengan membandingkan kbdsaran angka PDRB

berdasarkan harga konstan tersebut, diperolehniafs :

a. Laju pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai pauant2006 sebesar 3,41
%, sementara itu laju pertumbuhan ekonomi tahu® 2@besar 2,63 %.

b. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Kendaliengerminkan tingkat
kesejahteraan riil pada tahun 2006 sebesar Rp8.B35,17 dan pada tahun
2005 sebesar Rp. 6.714.414,82 terjadi kenaikaessell2,73 %.

c. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2005 sebg@ef) sedangkan pada
tahun 2006 sebesar 1,44 %.

Berfluktuasinya nilai tukar rupiah dan semakin gimya pertumbuhan uang

primer yang beredar pada skala nasional, ternymtsa membantu meningkatnya

harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumgiarsdst Kabupaten Kendal.

Laju inflasi di Kabupaten Kendal pada tahun 200%eapai 16,73 %. Pada tahun
2006 telah mengalami penurunan menjadi 6,08 %. Bikaitkan dengan laju
pertumbuhan ekonomi yang mempunyai kecencerungamgieat, maka kondisi
makro ekonomi Kabupaten Kendal sedikit mengalamminggkatan. Untuk lebih
menstimulus pertumbuhan ekonomi, maka investasg yaasuk ke Kabupaten
Kendal sangat diharapkan. Investasi akan menddoengeraknya sektor riil dan
tumbuhnya industri-industri baru.

2. Berbagai kinerja di atas telah berhasil memperbsi&bilitas ekonomi makro.
Walaupun demikian, kinerja tersebut belum mampu uldkan pertumbuhan
ekonomi ke tingkat seperti sebelum krisis. Haldbtg karena motor pertumbuhan
masih mengandalkan konsumsi. Sektor produksi beherkembang karena
sejumlah permasalahan berkenaan dengan tidak kiémgudingkungan usaha,
yang menyurutkan gairah investasi, di antaranyétigraakonomi biaya tinggi,
termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme [Hkserta berbagai aturan yang
terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selgirsulitnya pemulihan sektor
investasi dan ekspor juga disebabkan oleh lemakiaya saing produk daerah
sebagai penyangga ekonomi nasional, terutama denghkim ketatnya persaingan
ekonomi yang berimbas pada daya saing daerah. l@alaya saing tersebut,
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juga diakibatkan oleh rendahnya produktivitas SDivtas rendahnya penguasaan
dan penerapan teknologi di dalam proses produleim&salahan lain yang juga
punya pengaruh kuat ialah terbatasnya kapasitesstniiktur di dalam mendukung
peningkatan efisiensi distribusi. Penyelesaian ybetkepanjangan dari semua
permasalahan sektor riil di atas akan menggangugrjki kemajuan dan ketahanan
perekonomian daerah, yang pada gilirannya dapatjunangi kemandirian daerah.

3. Walaupun secara bertahap berkurang, jumlah pendukiin masih kita jumpai,
baik di kawasan perdesaan maupun di perkotaartateaupada sektor pertanian
dan kelautan. Pada tahun 2006 jumlah rumah tanggearima bantuan langsung
tunai (BLT) sebanyak 73.745 RTM. Pada tahun 200@lgh keluarga pra
sejahtera sebanyak 115.766 keluarga, keluarga temgah sebanyak 36.240
keluarga. Oleh karena itu, kemiskinan masih mergadhatian penting dalam
pembangunan 20 tahun yang akan datang. LuasnygaWwildan beragamnya
kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan niekataiskinan di Kabupaten
Kendal menjadi sangat beragam dengan sifat-sital ang kuat dan pengalaman
kemiskinan yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifaltidimensi, karena
bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melaikéaana juga kerentanan
dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjagkinm Selain itu,
kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenhak dasar dan adanya
perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok mkayadalam menjalani
kehidupan secara bermartabat.

C. llmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Kemampuan pemanfaatan iptek di Kabupaten Kendah telilaksanakan oleh
semua komponen. Berbagai hasil penelitian, pengegaira dan rekayasa
teknologi telah dimanfaatkan oleh pihak industm daasyarakat. Penemuan dan
pemanfaatan teknologi tepat guna kita jumpai padsyarakat perdesaan. Industri
kaca dan kendaraan roda dua berkembang di KaliwuRghrik pengolah ikan
hasil tangkapan petani untuk diekspor kita jumpaiKdangkung. Penemuan
teknologi tepat guna berupa mesin pemeras tebl kergia penduduk Sukorejo
berhasil menambah penghasilan kaum wanita tanpambatkan efek polusi.
Penemuan budidaya kacang tanah dengan rekayasalogikmasyarakat telah
dikembangkan di daerah Patean. Penerapan rekagagalghan dan pembuatan
pakan ternak berkembang di Cepiring. Budidaya kepitlengan memanfaatkan
rekayasa teknologi kita jumpai di Cepiring.

2. Walaupun demikian, kemampuan daerah dalam pemanfagiiek dinilai masih
belum memadai untuk meningkatkan daya saing. ”Haditunjukkan, antara lain,
oleh masih rendahnya sumbangan iptek di sektor utod belum efektifnya
mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijaka@lum berkembangnya
budaya iptek di masyarakat, dan terbatasnya sudayer iptek.

D. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Ken@dlisamasih ditandai oleh
rendahnya aksesibilitas, kualitas, ataupun cakypelayanan. Akibatnya, sarana dan
prasarana yang ada belum sepenuhnya dapat merig@dj punggung bagi pembangunan
sektor riil termasuk dalam rangka mendukung kebijaketahanan pangan di daerah,
mendorong sektor produksi, serta mendukung pengagabavilayah.

1. Pengembangan prasarana penampung air, seperti wadidung, belum direalisir
sehingga belum dapat memenuhi penyediaan air ubéwkagai kebutuhan, baik
pertanian, rumah tangga, perkotaan, maupun indtetiiama pada musim kering
yang cenderung makin panjang di beberapa wilayhingga mengalami krisis air.
Dukungan prasarana irigasi yang mengalami degrawiasih belum dapat diandalkan.
Selain itu, laju pengembangan sarana dan pras@gemgendali daya rusak air juga
masih belum mampu mengimbangi laju degradasi lingkn penyebab banjir
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sehingga bencana banjir masih menjadi ancamarbbagak wilayah. Sejalan dengan

perkembangan ekonomi wilayah, banyak daerah telangalami defisit air

permukaan. Sedangkan di sisi lain konversi lahantap@an telah mendorong
perubahan fungsi prasarana irigasi sehingga peilakuttan penyesuaian dan
pengendalian. Pada sisi pengembangan institusi epagn sumber daya air,
lemahnya koordinasi antarinstansi dan antardaemrhh t menimbulkan pola
pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien,kdmahtidak jarang saling
berbenturan. Sementara itu, kesadaran dan pasiisig@syarakat, sebagai salah satu
prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengetokanber daya air, masih belum
mencapai tingkat yang diharapkan karena masih tesbga kesempatan dan
kemampuan yang dimiliki.

. Krisis ekonomi berdampak pada menurunnya kual@asnsa dan prasarana, terutama

jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Digag masalah yang disebabkan

oleh krisis ekonomi, pembangunan prasarana tratagponengalami kendala terutama
yang terkait dengan keterbatasan pembiayaan pembangoperasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana transportasi, serta rendakaegaibilitas pembangunan sarana
dan prasarana transportasi di beberapa wilayaheneillp belum terpadunya
pembangunan transportasi dan pembangunan daerahkélagnpok masyarakat
umum, sehingga penyediaan transportasi terbatasygrednnya. Demikian pula
kualitas pelayanan angkutan umum yang makin menumgkat kecelakaan yang
makin tinggi. Di sisi lain, peran serta swasta belberkembang terkait dengan
kelembagaan dan peraturan perundang-undangan gamg kondusif.

. Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilaiomkmi untuk mendorong

pertumbuhan serta peningkatan daya saing. Jasdipg¢sbupaten kendal dilayani

oleh 19 Kantor Pos, sedangkan jaringan teleponatiuiaten Kendal secara umum
sudah terpasang dan dapat dimanfaatkan sebagian fmasyarakat. Sampai dengan
pertengahan tahun 2006 sudah terpasang 13.50@peladengan kapasitas terpasang
sebanyak 15.000 SST. Guna meningkatkan pelayanaadap kebutuhan masyarakat
di bidang telekomunikasi, PT TELKOM telah menyd&dia jaringan internet
sebanyak 15.000 buah. Masalah utama dalam pembamgas dan telematika adalah
terbatasnya kapasitas, jangkauan, serta kualitesnaadan prasarana pos dan
telematika yang mengakibatkan rendahnya kemampuasyarakat mengakses
informasi. Kondisi itu menyebabkan semakin lebarkgsenjangan digital, baik antar
wilayah. Dari sisi penyelenggara pelayanan saramapilasarana pos dan telematika

(sisisupply), kesenjangan digital itu disebabkan oleh :

a. terbatasnya kemampuan pembiayaan operatorggehikegiatan pemeliharaan
sarana dan prasarana yang ada dan pembangunderbatas;

b. belum terjadinya kompetisi yang setara dan mmasigginya hambatan masuk
(barrier to entry) sehingga peran dan mobilisasi dana swasta bgbdimmai;

c. belum berkembangnya sumber dan mekanisme pgaanidain untuk mendanai
pembangunan sarana dan prasarana pos dan telemséiparti kerja sama
pemerintah-swasta, pemerintah-masyarakat, sertstaweasyarakat;

d. masih rendahnya optimalisasi pemanfaatan sa@marasarana yang ada;

e. terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi égknol

f. terbatasnya pemanfaatan industri dalam neden;

g. masih terbatasnya industri aplikasi dan mdtantent) yang dikembangkan oleh
penyelenggara pelayanan sarana dan prasarana.

Terkait dengan kemampuan masyarakat untuk meméafagielayanan sarana dan

prasarana dari sisi permintaan, kesenjangan dajgababkan oleh :

a. terbatasnya daya bedility to pay) masyarakat terhadap sarana dan prasarana pos
dan telematika,;

b. masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk nieatkan dan
mengembangkan teknologi informasi dan komunikaam; d
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c. terbatasnya kemampuan masyarakat untuk menguiamasi menjadi peluang
ekonomi, yaitu menjadikan sesuatu mempunyai ralalah ekonomi.

4. Di bidang sarana dan prasarana energi termastgtrikedin.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain :

a. masih rendahnya efektivitas dan efisiensi pemaafaafirana dan prasarana yang
sudah terpasang dalam satu dasawarsa terakhir; dan

b. masih tingginya ketergantungan konsumen terhadagnblakar minyak.

Pemenuhan kebutuhan energi yang tidak merata sindapkan pada luasnya

wilayah dengan densitas penduduk yang bervarigsipcmenyulitkan pengembangan

berbagai jenis sarana dan prasarana energi yaimgabpt

Hal itu juga dipengaruhi oleh :

a. keterbatasan sumber daya manusia, ilmu pengetalamaieknologi;

b. tingginya pertumbuhan permintaan berbagai jenisggsetiap tahun; dan

c. kondisi daya beli masyarakat yang masih rendah.

5. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhanmadran dan penyediaan air
minum juga belum mengalami kemajuan yang berafiebutuhan rumah sebagian
besar dipenuhi oleh masyarakat sendiri. Jumlah ggebgng di Kabupaten Kendal
masih sedikit.

E. Politik

1. Perkembangan proses demokratisasi sejak tahun &88tpai dengan proses
penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 telah membepk&hrang untuk mengakhiri
masa transisi demokrasi menuju arah proses komasoki@mokrasi.

2. Berkenaan dengan Pemilu, keberhasilan penting yeladp diraih adalah telah
dilaksanakannya pemilu langsung anggota DPRD, gmtailihan Bupati dan
Wakil Bupati secara langsung, aman, dan demokpada tahun 2005. Jumlah
anggota DPRD Kabupaten Kendal hasil Pemilu Tahu 2Z&banyak 45 orang,
yang terdiri 43 orang laki-laki dan 2 orang pereamuAnggota DPRD ini terbagi
dalam 6 fraksi, yaitu fraksi PDIP (14 orang), GOLRA6 orang), PPP (4 orang),
PAN (5 orang), PKB (11 orang) dan Partai Demokratofang). Hal itu
merupakan modal awal yang penting bagi lebih bebeamgnya demokrasi pada
masa selanjutnya.

3. Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pulgateterumuskannya format
hubungan pusat-daerah yang baru. Akan tetapifin&bilihat masih berjalan pada
konteks yang prosedural dan sifatnya masih belurstansial. Format yang sudah
dibangun didasarkan pada Undang- Undang Nomor 32uimra&004 tentang
Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 38inT&2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat daeriR@han Daerah yang
pada intinya lebih mendorong kemandirian daerabkuntengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan mengatur mengesaingan wewenang antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah prowabipaten, dan kota, serta
hubungan antarpemerintah daerah. Dewasa ini, [@@laks desentralisasi dan
otonomi daerah masih mengalami berbagai permasalaimtara lain disebabkan
kurangnya koordinasi pusat-daerah dan masih belomsigétennya sejumlah
peraturan perundangan, baik antardaerah maupuragnisat dan daerah.

4. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah ebemgnya kesadaran
terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan poJaikg dalam jangka panjang
diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jantuk makin aktif
berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pdalgan urusan-urusan publik.
Kemajuan itu tidak terlepas dari berkembangnya rp@atai politik, organisasi
nonpemerintah dan organisasi-organisasi masyarsiggt lainnya. Walaupun
demikian, perkembangan visi dan misi partai polteknyata belum sepenuhnya
sejalan dengan perkembangan kesadaran dan din&elitdupan sosial politik
masyarakat dan tuntutan demokratisasi. Di sampindkébebasan pers dan media
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telah jauh berkembang yang antara lain ditandagaeradanya peran aktif pers
dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakametakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Walaupurikideam kalangan pers
belum dapat mengatasi dampak dari kebebasan témsefana lain masih berpihak
pada kepentingan industri daripada kepentinganilpwying lebih luas. Dalam
penyelenggaraan hubungan antardaerah dan perjalpobtik luar negeri,
Indonesia telah melakukan banyak hal dan mencapaleygan baik. Walaupun
demikian masih banyak hal yang belum diupayakamaraeoptimal berdasarkan
potensi dan sumber daya yang ada. Apabila tidalelalkk secara memadai,
kedudukan geopolitik yang strategis dengan kekagaamber daya alam (SDA),
populasi, dan proses demokrasi yang semakin ba#&gse keunggulan komparatif
untuk membangun daerah di tataran nasional mauwgkai justru dapat menjadi
sumber kerawanan bagi kepentingan Kabupaten Kendal.

5. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ProviasiaJTengah, Kabupaten
Kendal telah mengadakan hubungan kerja sama baigadedaerah — daerah di
sekitarnya maupun dengan investor. Dengan dibétdakwya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeraka rexjadi perubahan
paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan baiksdt maupun di daerah.
Salah satunya adalah kerja sama daerah yang marugaktu alat yang strategis
untuk mewujudkan otonomi yang diwadahi dalam Kedepgr (Kabupaten
Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga dand@ai). Penyelenggaraan
otonomi daerah merupakan salah satu upaya strdbegisdaerah untuk dapat
mengembangkan kreativitas daerah sesuai dengartukeloudan karakteristik
berdasarkan aspirasi masyarakat yang dinamis, ggghituntutan dan kebutuhan
masyarakat akan mudah dipenuhi. Sementara ituyatilgperbatasan merupakan
suatu wilayah yang khusus. Keadaan ini tanpa disagaimbulkan permasalahan
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangumamadkedua daerah yang
berbatasan dapat dipastikan memiliki program pegaan yang berbeda.

F. Pertahanan Keamanan

1. Mengamati perkembangan kemasyarakatan dewasa asihnbanyak dijumpai
berbagai bentuk ketidakadilan, kesenjangan darordistli seluruh sendi-sendi
kehidupan masyarakat. Dilandasi dengan semangatnrasi maka berkembang
dalam masyarakat tuntutan-tuntutan yang menghenddi&nya transparasi di
segala bidang. Dipicu dengan kondisi sosial ekonogang kurang
menguntungkan, dikhawatirkan bila tuntutan masyatrédrsebut tidak ditanggapi
secara arif dapat menimbulkan gejolak sosial ddnraya berkembang ke arah
anarkis.

2. Kewibawaan lembaga-lembaga pemerintah dan lembagagpk hukum telah
menurun. Hal ini disebabkan adanya krisis kepemayadari masyarakat, yang
didukung oleh kasus-kasus korupsi, kolusi, dan ti@pe. Apabila hal ini terus
dibiarkan akan mengakibatkan rendahnya respon aresyt dalam menangkal
berbagai polemik sosial-politik yang bernuansa képgan kelompok maupun
golongan. Jika hal ini tidak ditangani secara seakan menimbulkan ancaman-
ancaman internal di daerah yang akhirnya akan nasmggm stabilitas keamanan
dan ketertiban masyarakat.

3. Situasi dan kondisi seperti tersebut di atas, paginzan di bidang keamanan dan
ketertiban masyarakat akan menghadapi tantangag gakup berat terutama
dengan melemahkan rasa persatuan dan kesatuanan@ant lainnya yang
dihadapi adalah upaya untuk mengurangi eskalasenpbtkonflik pada akar
rumput dan pengaruh negatif arus globalisasi yamp keterbukaan diberbagai
sendi kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan #bilkeamanan dan
ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kenaialka pembinaan kamtibmas
perlu terus ditingkatkan secara intensif sehinggasyarakat mempunyai
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kemandirian serta daya tangkal yang tangguh teghkeiamungkinan ancaman dan
gangguan yang akan terjadi.

G. Hukum dan Aparatur

1. Dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukasional terus dilanjutkan
mencakup beberapa hal. Pertama, pembangunan ssibstd&um, baik hukum
tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyaekanisme untuk
membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuaigalen kebutuhan
pembangunan dan aspirasi masyarakat, yaitu bekaasbindang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pegrutialangan. Dengan
ditetapkannya undang-undang tersebut, proses péokagnhukum dan peraturan
perundang-undangan dapat diwujudkan dengan caradtote yang pasti, baku,
dan standar yang mengikat semua lembaga yang bamgeuntuk membuat
peraturan perundang-undangan serta meningkatkandikasi dan kelancaran
proses pembentukan hukum dan peraturan perundalfapgan. Kedua,
penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektiugedilanjutkan. Ketiga,
pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempuagadaran hukum tinggi
untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasi@may gicita-citakan.

2. Hingga saat ini, pelaksanaan program pembangunamatap negara masih
menghadapi berbagai permasalahan dalam penyel@@gganegara dan
pemerintahan. Permasalahan tersebut, antara laih neajadinya praktik-praktik
penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dambeowvujudnya harapan
masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, raamnudan berkualitas. Upaya
yang sungguh-sungguh untuk memberantas KKN dan ngkatkan kualitas
pelayanan publik sebenarnya telah banyak dilakukémlaupun demikian, hasil
yang dicapai belum cukup menggembirakan. Kelembagmanerintah daerah,
masih belum terlihat efektif dalam membantu pelaksa tugas dan sistem
manajemen pemerintahan juga belum efisien dalam ghaesilkan dan
menggunakan sumber-sumber daya. Upaya-upaya untukningkatkan
profesionalisme birokrasi masih belum sepenuhnypatdderatasi mengingat
keterbatasan dana.

H. Wilayah dan Tata Ruang

1. Tata ruang wilayah Kabupaten Kendal sebagai badan tata ruang wilayah
Provinsi Jawa Tengah, meliputi ruang darat, ruamg ban udara termasuk di
dalam bumi maupun sebagai sumberdaya yang hakakldi secara bijaksana,
berdayaguna dan berhasilguna secara berkelanjutami dterwujudnya
kesejahteraan dan keadilan sosial. Pengelolaantgaenauang belum dapat
berjalan secara optimal, kondisi tersebut terjaditama karena rencana tata ruang
yang merupakan matra ruang dari pembangunan daehamm optimal dapat saling
bersinergi dengan rencana pembangunan lainnya, dakang/ daya tampung
lingkungan terutama dalam keterkaitan yang cukuppel keberlanjutan
sumberdaya alam dan lingkungan masih belum diutamakbandingkan dengan
kepentingan ekonomi jangka pendek dan kepentingktorml. Hal ini ditambah
dengan masih rendahnya peran serta dan pemahatain pembangunan dalam
penataan ruang serta tingginya dinamika perubalemapfaatan ruang dan
perkembangan peraturan terkait penataan ruangnghkan untuk memperoleh
keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menikaou keinginan untuk
mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebg®dmngga menurunkan
kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan linggamidup, serta memperbesar
risiko timbulnya korban akibat bencana alam. Selain sering terjadi konflik
pemanfaatan ruang antarsektor, contohnya konflikaran kehutanan dan
pertambangan, perindustrian dan pertanian. Bebgrapgebab utama terjadinya
permasalahan tersebut adalah :
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a. belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia daidamg pengelolaan
penataan ruang;

b. rendahnya kualitas dari rencana tata ruang;

c. belum diacunya peraturan perundang — perundangaatga ruang sebagai
payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semuarsdkio

d. lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan penanfaaang dan
penegakan hukum terhadap pelanggaran berkenaaardpeamanfaatan ruang.

. Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayalyatilaertinggal masih

mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayana, sk®nomi, dan politik

serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Olelrde@a itu, kesejahteraan kelompok
masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal menienu perhatian dan

keberpihakan pembangunan yang besar dari pemeritaimasalahan yang
dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggamdsuk yang masih dihuni

oleh komunitas adat terpencil, antara lain :

a. terbatasnya akses transportasi;

b. kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar;

c. kebanyakan wilayah-wilayah tersebut miskin sumlagragd khususnya sumber
daya alam dan manusia;

d. belum sepenuhnya diprioritaskannya pembangunanildyain tertinggal oleh
Pemerintah Daerah karena dianggap kurang mengaasplendapatan asli
daerah (PAD) secara langsung; dan

e. belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk memgangan wilayah-
wilayah tersebut.

. Beberapa wilayah yang memiliki produk unggulan dakasi strategis di

Kabupaten Kendal yang belum dikembangkan secammalptHal itu disebabkan,

antara lain :

a. adanya keterbatasan informasi pasar dan teknolagikupengembangan
produk unggulan;

b. belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahdari pelaku
pengembangan kawasan di daerah;

c. belum optimalnya dukungan kebijakan daerah yangilh@k pada petani dan
pelaku usaha swasta;

d. belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan ybegprientasi pada
pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjaiam doerekonomian
daerah;

e. masih terbatasnya akses petani dan pelaku usalea k@l terhadap modal
pengembangan usaha, input produksi, dukungan tefinotan jaringan
pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang dsah&erja sama
investasi;

f. keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik @@nomi dalam
mendukung pengembangan kawasan dan produk ungiagaah; dan

g. belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerja santarvaiayah untuk
mendukung peningkatan daya saing kawasan dan prodygulan.

. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal elidesaan umumnya masih
jauh tertinggal dibandingkan dengan yang tinggadetkotaan. Hal itu merupakan
konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi darsgsrandustrialisasi, baik
investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintatiingga infrastruktur dan
kelembagaan cenderung terkonsentrasi di daeralotpark Selain itu, kegiatan
ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yangktisiaergis dengan kegiatan
ekonomi yang dikembangkan di wilayah perdesaanb#kia, peran kota yang
diharapkan dapat mendorong perkembangan perdasstam fnemberikan dampak
yang merugikan pertumbuhan perdesaan.
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I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peganda, yaitu sebagai
modal pembangunan dan sekaligus, sebagai penosem kehidupan. Adapun
jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayadinyerapan karbon,
pengaturan air secara alamiah, keindahan alam,udana bersih merupakan
penopang kehidupan manusia. Namun, pengelolaanesuddya alam tersebut
masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikastezlan fungsi lingkungan
hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun daersediaan sumber daya
alam menipis. Menurunnya daya dukung dan keteraediamber daya alam juga
terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehitidgie mampu mengimbangi
laju pertumbuhan penduduk.
Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada dingng mengkhawatirkan
akibat meningkatnya praktik pembalakan liahegal logging), meningkatnya
tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yark galda tempatnya, meluasnya
perambahan dan konversi hutan alam, serta menmgkgienambangan resmi
maupun tanpa izin. Pada tahun 2006 lahan kritiKabupaten Kendal seluas
46.978,6 ha.
Potensi perikanan dan kelautan yang ada di Kabupgéadal mencapai panjang
pantai 41 km. Sebagai pusat pemasaran ikan di KabenpKendal terdapat 4
tempat pelelangan ikan (TPI), yaitu TPl Tawang d&endang Sikucing, TPI
Bandengan, dan TPl Pidodo Kulon. Sumber daya katabelum dimanfaatkan
secara optimal. Hal ini karena beberapa hal, atdara
a. adanya konflik dalam pemanfaatan ruang di laut;
b. belum adanya jaminan keamanan dan keselamatantddén
c. adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manaisimm anengelola
sumber daya kelautan.
Pencemaran air, udara, dan tanah juga masih beltamgani secara tepat karena
semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kuraemperhatikan aspek
kelestarian fungsi lingkungan.
Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah fatgn mengakibatkan
meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaambsu daya alam, baik antar
wilayah, antara pusat dan daerah, serta antarpeagduntuk itu, kebijakan
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hiédgara tepat akan dapat
mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkarsiprprinsip pembangunan
berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang agar Kabupéndal tidak mengalami
krisis sumber daya alam, khususnya krisis airj&pangan, dan krisis kesehatan.
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1.2 TANTANGAN
A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Kendal menghadi&anan jumlah
penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pattlin 2005 sebesar
905.451 jiwa dengan laju pertumbuhan 0.18 % dipakkin meningkat mencapai
sekitar 940.296 jiwa pada tahun 2025. Sejalan denga berbagai parameter
kependudukan diperkirakan akan mengalami perbayjag ditunjukkan dengan
menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia haramup, dan menurunnya
angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendakaantitas dan laju
pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untukcmpéakan penduduk tumbuh
seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonusogi@fi yang ditandai
dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besaipdda jumlah penduduk usia
non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkaecara optimal untuk
meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kessjahh rakyat. Di samping itu,
penyebaran dan mobilitas penduduk perlu pula meatkap perhatian sehingga
ketimpangan persebaran dan kepadatan pendudukaseaiaa wilayah perkotaan
dan perdesaan dapat dikurangi.

2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia KabupatedaKgang diukur dengan
indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkarahery@ produktivitas dan
daya saing perekonomian Kabupaten Kendal. Pembangwkesehatan dan
pendidikan memiliki peranan penting dalam meninghatkualitas sumber daya
manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangamandihadapi, antara lain,
adalah :

a. mengurangi kesenjangan status kesehatan masyadakatakses terhadap
pelayanan kesehatan antar wilayah perkotaan dashegsan, tingkat sosial
ekonomi, dan gender;

b. meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga keseyatarkurang memadai;

c. meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; da

d. mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penygdkitg diderita oleh
sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksular.

Namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkagagakit menular serta

meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-tdsédrang. Sementara itu,

tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikaalada¢nyediakan pelayanan
pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan @improporsi penduduk yang
menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjandigigan yang lebih tinggi,
menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, segtaurunkan kesenjangan
tingkat pendidikan yang cukup tinggi antarkelompo#syarakat, termasuk antara
penduduk kaya dan penduduk miskin, antara pendpdtkotaan dan perdesaan,
dan antarjenis kelamin. Tantangan dalam pembangoedidikan lainnya adalah
meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk memgir kesenjangan mutu
pendidikan antarwilayah perkotaan dan perdesadarjams kelamin, dan antara
penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan gikadi dapat berperan
dalam mendorong pembangunan Kabupaten Kendal seocagayeluruh
termasuk dalam mengembangkan kebanggaaangsdan, akhlak mulia,
serta meningkatkan daya saing. Pembangunan peadidiktantang untuk
menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayaik namemanfaatkan kondisi
demografi.

3. Kualitas hidup dan peran perempuan serta anakrbafai bidang pembangunan
masih rendah. Hal itu, antara lain, ditandai oleh :

a. tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan dimskrasi terhadap perempuan
dan anak; dan

b. kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi ddinghengan anak.
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Dengan demikian, tantangan di bidang pembangunampeian dan anak adalah

meningkatkan kualitas dan peran perempuan di barll@gang pembangunan;

menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan idiskasi terhadap perempuan

dan anak; serta meningkatkan kesejahteraan dandergan anak. Sementara itu,

tantangan di bidang pemuda dan olahraga adalah apgmglkan partisipasi

pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan buldayarestasi olah raga.

Tantangan lainnya adalah menurunkan beban perrhasalesejahteraan sosial

yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadbsrbagai krisis sosial,

seperti :

a. menipisnya nilai budaya dan agama,;

b. menurunkan ekses dan gejala sosial dampak darardesp kondisi sosial
ekonomi masyarakat dan terjadinya bencana sosidbelacana alam; dan

c. meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar raaya

4. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh keamajaknologi komunikasi dan
informasi menjadi tantangan Kabupaten Kendal unaat mempertahankan jati
diri masyarakat ketimuran yang berpegang pada nodara kesopanan, dan
sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan neletrerhadap keragaman
budaya dan agama serta peningkatan daya saingumpkierapan nilai-nilai
Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal.

5. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembanguaansia seutuhnya.
Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan aganahangengaplikasikan
ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujuddesiukunan intern dan
antarumat beragama, serta memberikan rasa amapediamdungan dari tindak
kekerasan.

6. Proses pelayanan sosial harus disertai upaya mienggi@nsi dan sumber
kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakaih iMda permasalahan sosial
yang belum terjangkau karena keterbatasan kemangmmaerintah.

B. Ekonomi

1. Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun takghasilkan berbagai
kemajuan, masih jauh dari cita-cita untuk mewujudkaerekonomian yang
tangguh dan menyejahterakan seluruh lapisasyanakat Kabupaten Kendal.
Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekanof&0 tahun mendatang
adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekurarapguya 4 % per tahun
dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewajudiecara nyata peningkatan
kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggad@andaerah—daerah lain yang
lebih maju.

2. Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan gia@si persaingan ekonomi
antardaerah yang makin tinggi akibat makin pesat daeluasnya proses
globalisasi. Basis kekuatan ekonomi yang masih &lanpengandalkan upah
tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentablkdatoitasi sumber-sumber
daya alam tak terbarukan. Untuk masa depan peulhati menjadi perekonomian
yang produk-produknya mengandalkan keterampilan S&#&via mengandalkan
produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan bgadaaing nasional sehingga
ekspor bahan mentah dapat dikurangi kemudian dikgantlengan ekspor produk
yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing dloba

3. Secara internal, tantangan tersebut dihadapkangiadesi pertambahan penduduk
Kabupaten Kendal. Dalam angkatan kerja diperkirakaningkat hampir dua kali
lipat jumlahnya dari kondisi saat ini. Dengan koipopendidikan angkatan kerja
yang pada tahun 2004 sekitar 50 persen lebih bdigi€an setingkat SD, dalam
20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatama keiperkirakan akan
didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidildimgkat SMP sampai dengan
SMU. Dengan demikian, kapasitas perekonomian paasardepan dituntut untuk
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mampu tumbuh dan berkembang agar mampu menyediakamahan lapangan
kerja yang layak.

4. Tantangan internal yang penting lainnya adalalaltetieraglomerasinya aktivitas
perekonomian di daerah perkotaan yang melebihi dakang optimal lingkungan
hidupnya. Pada masa yang akan datang, perekonqug@mituntut untuk mampu
berkembang secara lebih proporsional di seluruhayath dalam rangka
pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjad@giam akan bermanfaat
untuk menjaga keseimbangan lingkungan, hal tersgigat akan berguna untuk
memperkuat perekonomian daerah yang ditunjukkanh oldiversifikasi
perekonomian sekaligus perbaikan di dalam kesempk&aja dan berusaha
sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pensrgtandapatan masyarakat.

5. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan usutgterah di dalam
mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kelman. Kepentingan
utama dalam pembangunan tersebut adalah mempeaharkekuatan
perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekatempengaruh luar, tetapi
tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tamargea kemajuan ekonomi
adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yashgkdng oleh penguasaan
dan penerapan teknologi serta peningkatan prodtadisDM, mengembangkan
kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkaitilpipraktik terbaik dan
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta maimaketersediaan kebutuhan
dasar dalam daerah.

6. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pataahaman suara
masyarakat miskin dan adanya penghormatan, pengaiy dan pemenuhan hak-
hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sasidgya, ekonomi, dan politik.
Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnyaapaman terhadap hak-hak
dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakarandaperencanaan dan
penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi e pada semua pemangku
kepentingan dalam berbagai upaya penanggulanganskiean, rendahnya
partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskitama perempuan dalam
pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupursyarekat, serta
keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan pd@asih berpenduduk
miskin. Padahal investasi daerah miskin di pededaandaerah kumuh perkotaan
dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengegkan potensi bagi sentra
kegiatan ekonomi.

C. llmu Pengetahuan dan Teknologi

Persaingan yang makin tinggi pada masa giag datang menuntut peningkatan
kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptekn dalagka menghadapi
perkembangan menuju ekonomi berbasis pengetahualmmDrangka meningkatkan
kemampuan sumber daya manusia akan kemajuan tigteéangan yang dihadapi adalah :
a. meningkatkan kontribusi iptek untuk meningkatkarmkenpuan dalam memenuhi
hajat hidup masyarakat; menciptakan rasa aman;
memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dgaman
memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijadektor lain;
mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat;
meningkatkan komitmen daerah terhadap pengembapigmn
mengatasi degradasi fungsi lingkungan;
mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; dan
meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber gagk, baik SDM, sarana dan
prasarana, maupun pembiayaan iptek.

S@mooo0o
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D. Sarana dan Prasarana

1. Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbsgktor kehidupan
menghadapi tantangan utama, yaitu meningkatkarkpasar baku yang ditempuh
melalui pengembangan prasarana penampung air ygoag dikelola bersama oleh
masyarakat. Selain itu, pengembangan sarana dsarana pengendali daya rusak
air harus mampu mengantisipasi perkembangan daaetdah permukiman dan
industri baru. Intervensi sarana dan prasarana jpgdu dilakukan untuk
mengurangi laju sedimentasi sejalan dengan upaggaukonservasi dan reboisasi
terutama dengan mengembangkan bangunan-bangungenpafi sedimen yang
dapat dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan jamingaigasi belum
diselenggarakan dengan pengutamaan peran masyaetkai dengan dukungan
penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air iriggeningkatan kemampuan
kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumalyar ar harus terus
dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan beumdaya air terpadu
(integrated water resources management). Upaya mempertahankan kondisi
kualitas air yang ada serta pemulihan terhadapitksahir yang telah tercemar
diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan linglmdidup dan penerapan
teknologi.

2. Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportaga ppasa yang akan datang
adalah mengembangkan sistem transportasi yangreftan efektif, terjangkau,
ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu dig&an peningkatan
transportasi yang terpadu serta selaras dengan epdaggan wilayah,
mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukunmgbaegunan ekonomi
sosial dan budaya masyarakat. Tantangan utama dalagka meningkatkan
kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pguomaa transportasi daerah
adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan danuperatyang kondusif,
meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, mening&atlperan serta pemerintah,
swasta, dan masyarakat dalam pelayanan tranpgrtdsik, mengembangkan
alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengenkaangapasitas sumber daya
manusia dan teknologi transportasi yang tepat gheajat energi, dan ramah
lingkungan.

3. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebaih masyarakat yang makin
meningkat untuk mendapatkan akses informasi mehad@nya penyempurnaan
dalam hal penyelenggaraan pembangunan pos danat&#éemOleh karena itu,
perlu adanya integrasi antara pendidikan dengamotegi informasi serta sektor-
sektor strategis lainnya. Walaupun pembangunardpndelematika saat ini telah
mengalami berbagai kemajuan, informasi masih mé&ampbarang yang dianggap
mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki olelfagiabh kecil masyarakat.
Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana teknoiofpirmasi komunikasi
tersebut dapat diterima masyarakat sesuai dengadidiean dan etika moral.
Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor enelgialma meningkatkan
keandalan pasokan energi, sarana dan prasarat@apseses penyalurannya untuk
keperluan masyarakat karena belum ada kebijakainhld&al untuk memenuhi
kebutuhan berbagai jenis energi serta sarana daarnananya.

4. Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuharahiagi masyarakat dan
mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah :

a. melakukan reformasi, khususnya yang berkaitan demgatanahan dan tata
ruang, sebagai upaya untuk menekan dan mengurangg mumah sehingga
dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;

b. mendorong adanya insentif perpajakan kepada dwwahauagar berpartisipasi
secara langsung dalam penyediaan perumahan; dan
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c. melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pgor@amrumah melalui
pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, faasiituntuk pemberdayaan
masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompokarast yang berswadaya
dalam pembangunan rumabh.

Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat digmseskan dengan tidak

hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyaralelainkan juga

melibatkan masyarakat dalam proses pengambilarsgou
5. Dengan makin terbatasnya sumber dana yang dapabilisasi oleh Pemerintah

Daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sdessnprasarana, anggaran
akan lebih difokuskan pada penyediaan sarana deaafana yang secara ekonomi
dan sosial bermanfaat, tetapi secara finansialnigutayak. Untuk proyek sarana
dan prasarana yang layak secara finansial akamglipadengan memanfaatkan
dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerja dangan badan usaha,
terutama swasta dalam rangka penyelenggaraan pgoiEn sarana dan
prasarana. Hal itu, merupakan tantangan yang mendiakukannya berbagai
penyempurnaan aturan main, terutama berkaitan depgayediaan sarana dan
prasarana serta pentingnya reformasi di sektor rigara guna memfasilitasi
kebutuhan akan dana-dana jangka panjang masyamahk@ttersimpan di berbagai
lembaga keuangan.

E. Politik

1. Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun ntandadalam pembangunan
politik adalah menjaga proses konsolidasi demolgasara berkelanjutan. Dalam
menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan gk&ag dihadapi adalah
mengembangkan budaya politik yang lebih demokragiar demokrasi berjalan
bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasarandergapemokrasi yang bersifat
prosedural dan substansial dapat tercapai.

2. Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan darirsblmasyarakat Kabupaten
Kendal. Tantangan utamanya adalah meneguhkan kenmb@kna penting
persatuan nasional dengan memperhatikan berbaganekaragaman latar
belakang dan kondisi. Hal itu meliputi aspek desdisasi dan keadilan sosial.
Terkait dengan telah dirumuskannya format huburmyesat dan daerah yang baru,
tantangan ke depan adalah menciptakan hubungant gasgan daerah yang
benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upayaperkuat ikatan
NKRI dan tetap menjaga berkembangnya iklim demakrimgiga ke tingkat lokal
atau dinamika di berbagai daerah.

3. Tantangan lain untuk menjaga konsolidasi demoladaiah perlunya mereformasi
birokrasi sipil. Konsolidasi demokrasi memerlukaelgiksana kebijakan yang
reformis di dalam pemerintahan dan memerlukan dg&anbirokrasi yang
memenuhi syarat profesionalisme, kredibilitas dapdsitas, serta efisiensi dan
efektivitas. Di samping itu, salah satu tantangamakrasi terbesar adalah masih
belum kuatnya masyarakat sipil, baik dari segi ekonmaupun pendidikan. Oleh
karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun ksadependidikan politik akan
merupakan alat transformasi sosial menuju demaoklkéessyarakat sipil yang kuat
sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat aaéaespon dan memahami
dinamika pasar global dan pasar dalam negeri satiag berinteraksi antara
negara, masyarakat sipil, dan pasar dalam mewujudkgara yang demokratis.
Tantangan lain untuk menjaga proses konsolidasio#gmi adalah mendorong
terbangunnya partai politik yang mandiri dan mémilikapasitas untuk
melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagiedas menyalurkan aspirasi
politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politikang akan mengelola
penyelenggaraan pemerintah daerah secara profesiona
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4. Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula padaartigan bagaimana
melembagakan kebebasan pers/media massa. Aksearatagyterhadap informasi
yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal, akah tebmudahkan kontrol atas
pemenuhan kepentingan publik. Peran media masggbgias sangat menentukan
dalam proses menemukan, mencegah, mempublikasikenbadai bentuk
penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Tantangaadaiah mengatasi berbagai
dampak negatif perkembangan industri pers yang etend berpihak pada
kepentingan kapitalis dan bukan mengedepankan kegan masyarakat luas.
Keseluruhan upaya tersebut berada dalam kontekempatkan peranan pers
sebagai salah satu pilar dari perkembangan demokras

F. Pertahanan Keamanan

1. Potensi dan ancaman konflik berintensitas rendahg ydidukung dengan
perkembangan metode dan alat teknologi tinggi Hipgtan akan makin
meningkat pada masa mendatang. Potensi dan an¢arsahut adalah terorisme,
konflik komunal, kejahatan transnasional, sertakémbangnya variasi tindak
kriminal konvensional.

2. Tantangan lain dalam mewujudkan pertahanan dan &samdi daerah adalah
meningkatkan profesionalisme Satuan Polisi PamorgaP dan kemampuan
Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) melal& bhebara.

G. Hukum dan Aparatur

1. Tantangan ke depan di dalam mewujudkan tegakny@sgsi hukum dan HAM
berdasarkan keadilan dan kebenaran merupakan syardak dalam upaya
penciptaan iklim yang kondusif bagi pelaksanaangrartahan dan pembangunan
Kabupaten Kendal.

2. Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendd&anyak permasalahan
belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meainkgmpleksitasnya seiring
dengan desentralisasi, demokratisasi, globalidasirevolusi teknologi informasi.

3. Proses demokratisasi yang dijalankan telah mentalghat makin sadar akan hak
dan tanggung jawabnya. Untuk itu, partisipasi mes§at dalam penyelenggaraan
negara termasuk dalam pengawasan terhadap birgedsiterus dibangun dalam
rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.Kbihgartisipasi masyarakat
yang rendah akan membuat aparatur negara tidak damaghasilkan kebijakan
pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur negkmna daengantisipasi proses
demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberi@layanan yang dapat
memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, daht&ugang prima dari kinerja
organisasi publik. Globalisasi juga membawa peraballang mendasar pada
sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi tegnden informasi (TI) akan
mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen pemgEeaan pemerintahan.
Pemanfaatan Tl dalam bentelgovernment, e-procurement, e-business dancyber
law selain akan menghasilkan pelayanan publik yandhlebpat, lebih baik, dan
lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannyasip-prinsip tata
pemerintahan yang baik.
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H. Wilayah dan Tata Ruang

1. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakéangan pada masa yang
akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasis kiata ruang yang telah
terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yamgk ldan berada dalam satu
sistem yang menjamin konsistensi antara perencanpamanfaatan, dan
pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang ipgkukan bagi :

a. arahan lokasi kegiatan;

b. batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya had#ga dukung
lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam; da

c. efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dakmka penyelenggaraan
berbagai kegiatan.

Penataan ruang yang baik juga harus didukung dereganasi tata ruang yang

searah, dalam arti tidak saling bertabrakan arkmsedengan tetap memerhatikan

keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, sert@ritanan wilayah terhadap

terjadinya bencana.

2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilaydespan dan perkotaan
perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakaseluruh wilayah
Kabupaten Kendal. Tujuan penting dan mendasar yakan dicapai untuk
mengurangi kesenjangan antarwilayah bukan untuk eretakan pembangunan
fisiknya, tetapi untuk mengurangi kesenjangan kaslhidup dan kesejahteraan
masyarakat, baik di masing-masing desa / kelurahampun kota. Dalam kaitan
itu, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dangre dari keunggulan sumber
daya alam yang ada selama ini dan belum optimahgsebsatu kesatuan
pengelolaan sumber daya alam di wilayah KabupatardAl.

I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan Imggkuhidup saat ini, apabila
tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakamgyi@pat akan dihadapkan pada
tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dasis kesehatan. Ketiga krisis itu
menjadi tantangan Kabupaten Kendal jangka panjang yerlu diwaspadai agar
tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan nrasga Kabupaten Kendal,
yaitu terancamnya moral masyarakat, meningkatnyaasgat separatisme, dan
menurunnya kesehatan masyarakat. Meningkatnya umpdésduduk yang pesat
menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakiatater Hal itu
disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawaHhahan pertanian produktif
lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hpsiitanian, dan menurunnya
kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. aBelitu, praktik pertanian
konvensional mengancam kelestarian sumber daya @dankeberlanjutan sistem
produksi pertanian. Di lain pihak, bertambahnyauteban lahan pertanian dan
penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan Idaanterganggunya
keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutaibadkdeforestrasi yang
meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahaflagiah hulu daerah aliran
sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air g@mggancam turunnya
debit air sungai pada musim kemarau serta berkoga@ngrasokan air untuk
pertanian.

2. Meningkatnya luasan lahan kritis baik di dalam ksava hutan maupun di luar
kawasan hutan. Hal ini akan menjadikan krisis layamy berarti bahwa kebutuhan
akan lahan baik untuk aktivitas budidaya maupunulurktivitas lindung tidak
dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Pada sigilgan terjadinya kerusakan
fisik pada ekosistem pesisir dan laut yang berwgdardstrasi hutan mangrove dan
degradasi terumbu karang juga menyebabkan hilangrotansi pemanfaatan
sumber daya di wilayah pesisir.
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3. Kasus pencemaran lingkungan yang semakin mening&hini diakibatkan oleh
laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi iyah perkotaan, perubahan
gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaesyarakat perlu ditangani
secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi damsindlisasi, pencemaran
sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan lhutaagga memberi dampak
negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidaksemgba sistem lingkungan
secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan raank&berlanjutan
pembangunan dalam jangka panjang juga menghadaf@ntmn akan adanya
perubahan iklim dan pemanasan global yang berdangaala aktivitas dan
kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan k&@gaman hayati belum
berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan taif@ah kekayaan
keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumiédya pembangunan yang
dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maumendatang, sehingga
memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, damgnfaatan secara lestari
selain upaya ke arah pematenan (hak atas kekayawelekiual/HAKI). Oleh
karena itu, penyelamatan ekosistem beserta flanaafadi dalamnya menjadi
bagian integral dalam pembangunan Kabupaten Ketaagl berdaya saing.

[1.3 MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan Kabupaten Kendabkldstluruh sumber kekuatan
daerah, baik yang efektif maupun potensial, yanmiltii dan didayagunakan
Kabupaten Kendal dalam pembangunan daerah, aatara |
1. Kabupaten Kendal mempunyai luas wilayah sebg<¥2,23 krA yang terbagi

menjadi 20 wilayah kecamatan, 20 kelurahan dand28a. Secara umum wilayah

Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 daerah datasgtn ylaerah dataran rendah

dan daerah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Kebdgian utara merupakan

daerah dataran rendah dengan ketinggian antaran®-dpl, meliputi Kecamatan

Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, NgaimBenginarum, Pegandon

Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu dan Kaliwun8alatan. Wilayah

Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daetahadatinggi yang terdiri

atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara.5I02 dpl meliputi

Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patsmgorojo, Boja, dan

Limbangan. Mengingat wilayah Kabupaten Kendal yaedpagi menjadi dua

daerah dataran, maka kondisi tersebut mempenga&aindisi iklim wilayah

Kabupaten Kendal. Wilayah Kabupaten Kendal bagtarawyang didominasi oleh

daerah dataran rendah dan berdekatan dengan lmai deka kondisi iklim di

daerah tersebut cenderung lebih panas dengan stéwiata 27 C. Sedangkan

wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan yang mé&eaupaaerah pegunungan
dan dataran tinggi, kondisi iklim di daerah térgecenderung lebih sejuk dengan
suhu rata - rata 25C. Curah hujan di wilayah Kabupaten Kendal dajietdhui
dari banyaknya hari hujan dan banyaknya curah hyjang diambil dari tempat
pencatatan hari hujan dan banyaknya curah hujdfeddal, Weleri, Kaliwungu,

Boja, dan Sukorejo. Hasil pencatatan hari hujamilaporkan tiap bulan, sehingga

dapat diketahui bulan dengan curah hujan tinggi lni@lan dengan curah hujan

rendah.

2. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yashapes di darat, laut, dan udara
terbatas jumlahnya sehingga pendayagunaannya hdilakukan secara
bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat.

3. Penduduk dalam jumlah besar dengan budaya sangeajalbe merupakan sumber
daya potensial dan produktif bagi pembangunan Katan Kendal.

4. Perkembangan politik yang telah melalui tahap awkirmasi telah memberikan
perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di dpigalitik dan ekonomi serta
desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelgdambangunan.
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BAB Il
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2005-2025

Berdasarkan kondisi Kabupaten Kendal saat iniataygn yang dihadapi dalam 20
tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasay dimiliki, maka visi
Kabupaten Kendal adalah:

KABUPATEN KENDAL YANG MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA

Visi pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2005-2@26shdapat diukur untuk
dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kdsejahteraan yang ingin dicapai.
Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisalasKkemandirian mengenal adanya
kondisi saling ketergantungan yang tidak dapanditii dalam kehidupan bermasyarakat.
Kemandirian yang demikian adalah paham yang prod&t bukan reaktif atau defensif.
Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karenagemali bahwa kehidupan dan
kondisi saling ketergantungan senantiasa berubaik, Konstelasinya, perimbangannya,
maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengayahin

Masyarakat mandiri adalah masyarakat yang mampuwiudkan kehidupan sejajar
dan sederajat dengan masyarakat lain yang telaln whapgan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itiJkumembangun kemandirian,
mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampudokuberdaya saing menjadi
kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian

Kemandirian suatu masyarakat tercermin, antargplada :

a. ketersediaan sumber daya manusia yang berkuabimsmdmpu memenuhi tuntutan
kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;

b. kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur p&nbgkum dalam menjalankan
tugasnya,;

c. ketergantungan pembiayaan pembangunan yang berswlabedalam negeri yang
makin kokoh sehingga ketergantungan kepada suméasr luar negeri menjadi
kecil;dan

d. kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memurigki, kelemahan itu diimbangi

dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat datéungan dan kerawanan serta

mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangaugejolak ekonomi dunia.

Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhmgncerminkan sikap
seseorang atau sekelompok orang mengenai diringayarakatnya, serta semangatnya
dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena mgkwtasikap, kemandirian pada
dasarnya adalah masalah budaya dalam arti selassyla. Sikap kemandirian harus
dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan.

Tingkat kemajuan suatu masyarakat dinilai berdasafderbagai ukuran. Ditinjau
dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu meadya diukur dari kualitas sumber daya
manusianya. Suatu masyarakat dikatakan makin nggbila sumber daya manusianya
memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan berktaadipendidikan yang tinggi. Tingginya
kualitas pendidikan penduduk ditandai oleh makinnunennya tingkat pendidikan
terendah serta meningkatnya partisipasi pendididan jumlah tenaga ahli serta
profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Kemajuan suatu masyarakat juga diukur berdasam@ikator kependudukan, ada
kaitan yang erat antara kemajuan suatu masyarakafad laju pertumbuhan penduduk,
termasuk derajat kesehatafasyarakat yang sudah maju ditandai dengan :

a. laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dengamjupgnduduk;

b. angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan

c. kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.
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Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusipmgakin baik akan tercermin dalam
produktivitas yang makin tinggi.

Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajgaatu penduduk diukur dari
tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tinglkatdppatan dan pembagiannya.
Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembaglkonomi suatu penduduk
menjadikan penduduk tersebut lebih makmur dan letaju. Masyarakat yang maju pada
umumnya adalah masyarakat yang sektor industrisg&tor jasanya telah berkembang.
Peran sektor industri manufaktur sebagai penggetakna laju pertumbuhan makin
meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangkamdpenciptaan pendapatan daerah
maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain alaydproses produksi berkembang
keterpaduan antarsektor, terutama sektor indgstkior pertanian, dan sektor-sektor jasa;
serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanypaaidapemanfaatan ruang daratan,
tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatangrkelautan secara rasional, efisien,
dan berwawasan lingkungan, mengingat Kabupaten &lendmpunyai pantai dan pesisir
yang cukup luas. Lembaga dan pranata ekonomi telsusun, tertata, dan berfungsi
dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yisigredengan produktivitas yang
tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daeraf) parekonomiannya stabil. Gejolak
yang berasal dari dalam maupun luar daerah datadn oleh ketahanan ekonominya.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekononaing lebih baik, daerah yang
maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaartipptermasuk pelaksanaan hukum
yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatah tberfungsi berdasarkan aturan
dasar. Daerah yang maju juga ditandai oleh adaeyanpserta rakyat secara nyata dan
efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekoneasial, politik, maupun pertahanan
dan keamanan. Dalam aspek politik, sejarah menkajukdanya keterkaitan erat antara
kemajuan suatu daerah dan sistem politik yang kier@aerah yang maju pada umumnya
menganut sistem demokrasi yang sesuai dengan buldaydatar belakang sejarahnya.
Daerah yang maju adalah daerah yang hak-hak mé&syaya, keamanannya, dan
ketenteramannya terjamin dalam kehidupannya. Salssar-unsur tersebut, daerah yang
maju juga harus didukung dengan infrastruktur yiauagu.

Kemandirian dan kemajuan suatu daerah tidak hany@erminkan oleh
perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup gspeklebih luas. Kemandirian dan
kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspekdigehn, dalam kelembagaan,
pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasarickgtan politik dan sosial.

Pembangunan Kabupaten Kendal bukan hanya sebaggarakat yang mandiri dan
maju, melainkan juga masyarakat yang adil dan makrm@ebagai pelaksana dan
penggerak pembangunan sekaligus objek pembangumaayarakat mempunyai hak, baik
dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikrhasil pembangunan.
Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, malkeyat, dan untuk rakyat. Oleh
karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yangomel pula dalam pembangunan
daerah.

Sejahtera yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutufgamani dan rohani.
Kebutuhan jasmani ditunjukkan dengan terpenuhinghutuhan sosial dan ekonomi
masyarakat, kemampuan pendayagunaan segenap sulaper alam, ketersediaan
infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, yang dimanfaatklan dikelola secara bijaksana.
Kebutuhan rohani ditunjukkan dengan kondisi madsgirgang memahami, menyadari
dan melaksanakan ajaran agama masing-masing.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerakhetsditempuh melalui 8 (delapan)
misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasilaadalah memperkuat jati diri dan karakter
bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membemiatkusia yang bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, mearalikerukunan internal dan
antarumat beragama, melaksanakan interaksi antayhuanengembangkan modal
sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memiliki kebanggaan sebagai
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bagian dari bangsa Indonesia dalam rangka memanrtapkdasan spiritual, moral,
dan etika pembangunan bangsa.

. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saingadalah :

a.

mengedepankan pembangunan sumber daya manusialiiaskdan berdaya saing
tinggi;

meningkatkan pemanfaatan iptek melalui penerapamujmeinovasi secara
berkelanjutan;

membangun infrastruktur yang maju serta reformabidhng hukum dan aparatur
negara; dan

. memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggatap wilayah menuju

keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaistem produksi, distribusi,
dan pelayanan termasuk pelayanan jasa.

. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukumadalah :

a.
b.
C.

memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;
memperkuat peran masyarakat sipil;

menjamin pengembangan media dan kebebasan medm da&ngkomunikasikan
kepentingan masyarakat; dan

. melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkabtkalaya hukum dan

menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidakiuhisiatif, dan memihak pada
rakyat kecil.

. Mewujudkan Kabupaten Kendal amandan damaiadalah :

a.

mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja tlant serta mendukung
pengembangan bela negara melalui Satuan PerlinduMgasyarakat serta
terwujudnya keamanan dan stabilitas daerah.;

mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tintaknklitas; dan

meningkatkan kesiapan komponen cadangan, kompoeedukung pertahanan
pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta

. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan @alah:

a.
b.

meningkatkan pembangunan daerah;

mengurangi kesenjangan sosial secara menyelurulbergibakan kepada
masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang mesihh;

c. menanggulangi kemiskinan dan pengangguran seceedag;

d. menyediakan akses yang sama bagi masyarakat tprbadaagai pelayanan sosial

e.

serta sarana dan prasarana ekonomi; dan
menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspekasuk gender.

. Mewujudkan Kabupaten Kendal asri dan lestariadalah :

a.

memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunamg ymEpat menjaga
keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutargrdddmn, dan kegunaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetapjaga fungsi, daya
dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masad&n masa depan,
melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara peagguuntuk permukiman,
kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi;

meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya akam lidgkungan yang
berkesinambungan;
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memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan Imggu hidup untuk
mendukung kualitas kehidupan;

. memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan

meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keawgekasm hayati sebagai
modal dasar pembangunan.

7. Mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang
maju adalah :

a.

menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan ripéshe agar
pembangunan Kabupaten Kendal juga berorientasiiteaia

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yamgaassan kelautan melalui
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan

c. mengelola kemakmuran wilayah laut; dan

d. membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengangoptamalkan

pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjut

Selama ini sektor perikanan dan kelautan masihiéiidayagunakan secara optimal.
Wilayah pegunungan dikembangkan sesuai dengan ifkongservasi, budidaya dan
pariwisata.

8. Mewujudkan Kabupaten Kendal berperan aktif dalam pergaulan antardaerah
dan nasionaladalah :

a.

memantapkan kerjasama, dalam rangka memperjuarkgkemtingan masyarakat;
dan

mendorong kerja sama internasional, regional ddardaerah, antarmasyarakat,
antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai gidan
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BAB IV
ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PAN JANG
DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2@R#8ala mewujudkan
KABUPATEN KENDAL YANG MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA sebagai
landasan bagi tahap pembangunan berikutnya meragyarakat adil dan makmur dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdas&&acasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Kendal yang, nmaandiri, dan adil,
pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang daargidda pencapaian sasaran-
sasaran pokok sebagai berikut.

A. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang beakhlak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradakditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, katifpberakhlak mulia, dan
bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang ldacirdengan watak dan perilaku
manusia dan masyarakat yang beragam, beriman damkwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotaypng, berjiwa patriotik,
berkembang dinamis, dan berorientasi iptek; dan

2. Makin mantapnya budaya yang tercermin dalam memitmyla peradaban, harkat,
dan martabat manusia sebagai bagian dari bangeadsid, dan menguatnya jati
diri dan kepribadian bangsa.

B. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untukmencapai masyarakat yang
lebih makmur dan sejahteraditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Harkesinambungan
sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 psnoagkat kesejahteraan
setara dengan daerah-daerah berpenghasilan menemd@igan tingkat
pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 % &lipersen) dan jumlah
penduduk miskin tidak lebih dari 5 % (lima persen);

2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yangasergujur, kreatif dan
inovatif termasuk peran perempuan dalam pembangurgecara umum
peningkatan kualitas sumber daya manusia Indoneditandai dengan
meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) ysettat, berpendidikan
tinggi dan berpenghasilan cukup, serta tercapaeyaluduk tumbuh seimbang;

3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh bddskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah. Sektor pertaniaalasn arti luas, dan perindustrian
menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola sacagfisien sehingga
menghasilkan komoditi berkualitas, industri mantiakyang berdaya saing
global, motor penggerak perekonomian, serta jasag y@erannya meningkat
dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan bersking;

4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yamdal dan terintegrasi satu
sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yandal dan efisien sesuai
kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikagmah tangga dan
elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselaeragtya pelayanan
telekomunikasi yang mempermudah akses informasiyanakat. Terwujudnya
konservasi sumber daya air yang mampu menjaga lkepgan fungsi sumber
daya air;
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Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untumewujudkan tata
pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, danabggung jawab, dan
profesional serta pemanfaatare-goverment yang mampu mendukung
pembangunan daerah; dan

Meningkatnya pelayanan kepada calon investor damadusaha dalam rangka
meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

C. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis berlandaskan hukum dan
berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1.

Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hakdsalsi manusia yang
bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang DagardNBepublik Indonesia
Tahun 1945 serta tertatanya sub sistem sebagairbdgri sistem hukum nasional
yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomoddsif, aspiratif. Terciptanya
penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pauigkefjabatan seseorang
demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatda pak-hak asasi manusia;

Mendukung terciptanya landasan konstitusional umh@mperkuat kelembagaan
demokrasi;

Meningkatkan peran masyarakat sipil dan partai tigoldalam kehidupan
berpolitik;

Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yanenitikberatkan pada
prinsip-prinsip toleransi, nondiskriminasi, dan kiegan; dan

Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagaglagehidupan politik yang
dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang l@ekdas hukum, birokrasi
yang professional dan netral, masyarakat sipil,yarakat politik dan masyarakat
ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian attaeguna mendukung
kemandirian nasional.

D. Terwujudnya Kabupaten Kendal aman dan damaiditandai oleh hal-hal berikut:

1.

2.

3.

4.

Terwujudnya rasa aman yang dapat menjamin mart&leatanusiaan dan
keselamatan warga;

Turut serta mendukung terwujudnya stabilitas daemaalui pengembangan
Satlinmas, komponen cadangan dan pendukung peamahgang kuat terutama
bela negara dari masyarakat;

Turut serta mendukung terwujudnya keamanan dasrtkein melalui partisipasi
kuat masyarakat dalam bidang keamanan, ketertdzan;

Terwujudnya kinerja Satpol PP yang handal dan profal.

E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan b&eadilan ditandai oleh hal-
hal berikut:

1.

3.

Tingkat pembangunan yang makin merata ke selurtdyah diwujudkan dengan
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan malsgiartermasuk berkurangnya
kesenjangan antar wilayah, melalui proses pereacadari bawah dan dari atas
(bottom up dantop down planning) yang seimbang;

Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkan dan dalam kualitas
gizi yang memadai serta tersedianya instrumen @amipangan untuk tingkat
rumah tangga, melalui pencegahan alih fungsi |gleatanian ke non pertanian;

Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengasarana dan sarana
pendukungnya bagi seluruh masyarakat;
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4. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan gasgai dengan kehidupan
yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikalai niambah bagi
masyarakat;dan

5. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasirgangadai.
F. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestariditandai oleh hal-hal berikut:

1. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumbaralasn dan pelestarian
fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetagaganya fungsi, daya
dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukuagitas kehidupan
sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, danijes

2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan keklmgaber daya alam untuk
mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah, sesttahpembangunan daerah;

3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilakasyarakat dalam
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fuimggungan hidup untuk
menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan; dan

4. Terwujudnya sistem pengelolaan sampah dan limbaly wektif, efisien serta
ramah lingkungan.

G. Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang
maju, ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dinfidkelautan yang
didukung oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan darlegn

2. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengamgapemalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut yang produktibdsakelanjutan;

3. Berkurangnya dampak bencana pesisir dan pencetaaran
4. Mewujudkan wilayah pegunungan sebagai hutan lindglamgkonservasi;dan
5. Mewujudkan wilayah pegunungan sebagai budidayad hatsin dan pariwisata.

H. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antarregional,
nasional dan internasionalditandai oleh hal-hal berikut:

1. Memperkuat dan mempromosikan identitas dan potiesiah;

2. Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Kabupdfemdal dalam berbagai
kerja sama antardaerah dalam rangka mewujudkamatatmasyarakat yang lebih
adil dan damai;

3. Terwujudnya kemandirian daerah dalam konstelasardaerah dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;dan

4. Meningkatnya investasi di Kabupaten Kendal.

Untuk mencapai tingkat kemajuan, kemandirian, skdadilan yang diinginkan,
arah pembangunan jangka panjang selama kurun wakttahun mendatang adalah
sebagai berikut.

V.1 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2 005-2025

IvV.1.1 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA,
BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA, DAN BERADAB

Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mbkamoral, dan beretika sangat
penting bagi terciptanya suasana kehidupan masatayakg penuh toleransi, tenggang
rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran dhkataya memberikan arah bagi
perwujudan identitas daerah yang sesuai dengannida luhur budaya bangsa dan
menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingdai-milai kearifan lokal akan mampu
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merespon modernisasi secara positif dan produgj#ian dengan nilai-nilai kebangsaan
yang diarahkan pada :

1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan flamgperan agama sebagai
landasan moral dan etika dalam pembangunan, merakifak mulia, memupuk etos
kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatadgeng guna mencapai kemajuan
dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agfiarahkan pula untuk
meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengamngkatkan rasa saling
percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakiainggga tercipta suasana
kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggesag dan harmonis.

2. Pembangunan dan pemantapan jati diri ditujukankumtewujudkan karakter bangsa
dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dagul. Jati diri tersebut merupakan
kombinasi antara nilai luhur bangsa, seperti neigkebersamaan dan persatuan, serta
nilai modern yang universal yang mencakup etos akedan prinsip tata
kepemerintahan yang baik. Pembangunan jati dirirsetaut dilakukan melalui
transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi @ budaya yang mempunyai potensi
unggul dan menerapkan nilai modern yang membandatuk memperkuat jati diri
dan kebanggaan, pembangunan olah raga diarahkan gsadngkatan budaya dan
prestasi olah raga.

3. Budaya inovatif yang berorientasi iptek teruksedibangkan agar Kabupaten Kendal
menguasai iptek serta mampu berjaya pada era pgasai Pengembangan budaya
iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan peagglam masyarakat terhadap iptek
melalui pengembangan budaya membaca dan menulisyana&kat pembelajar,
masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalangka pengembangan tradisi iptek
dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsomatiiju budaya produktif.
Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antararfetalui kesenian, tetap didorong
untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, tspiyi dan emosional.
Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan diadgengka peningkatan harkat,
martabat, dan peradaban manusia.
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IV.1.2 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING

Kemampuan untuk berdaya saing tinggi adalah kbagi tercapainya kemajuan

dan kemakmuran suatu masyarakat. Daya saing yaggi,takan menjadikan Kabupaten
Kendal siap menghadapi tantangan-tantangan pembanguglobalisasi dan mampu
memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat slayng, pembangunan daerah
dalam jangka panjang diarahkan untuk :

a.
b.

mengedepankan pembangunan sumber daya manusialiiagkdan berdaya saing;

memperkuat perekonomian daerah berbasis keungglilaetiap wilayah menuju
keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitstem produksi dan distribusi;

c. meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan danltekno

d. membangun infrastruktur yang maju;

A

melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatgarge pembenahan regulasi yang
pro investasi; dan

mendukung peluang kegiatan usaha.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melaliaygpsebagai berikut :

. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitasyang ditandai dengan :
1. Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran gangat penting dalam

mewujudkan manusia yang maju dan mandiri sehinggapan berdaya saing
dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangusamber daya manusia
diarahkan pada peningkatan kualitas sumber dayaisrarsebagaimana konsep
pertumbuhan manusia dalam MDG@dillenium Development Goals) yang antara
lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangumanusia (IPM) dan
tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditamelagan angka reproduksi
neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahirain(1dt®) sama dengan 2,1.

. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduklikan pada peningkatan

pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reprgdulg terjangkau, bermutu
dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yaegkualitas. Di samping itu,

penataan persebaran dan mobilitas penduduk diaramkanuju persebaran

penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan dayandgu#tan daya tampung
lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekoncni wdilayah dengan

memperhatikan keragaman etnis dan budaya sertagmguiban berkelanjutan.

Sistem administrasi kependudukan penting pula dikak untuk mendukung

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di ting&@nal dan daerah serta
mendorong terakomodasinya hak penduduk dan pergatusosial.

. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakastasvdalam meningkatkan

kualitas sumber daya manusia sehingga penting pgadalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat keimssk dan pengangguran.
Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkakketitas sumber daya
manusia guna mendukung terwujudnya masyarakat pargarkat, bermartabat,
berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehinggnpu bersaing dalam
era global dengan tetap berlandaskan pada nornduigeim masyarakat dan tanpa
diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakuamusgalur, jenis, dan jenjang
pendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan p#ikdn dasar yang bermutu dan
terjangkau. Penyediaan pelayanan pendidikan dig@suadengan kebutuhan
pembangunan sosial ekonomi pada masa depan térmuexuk mendorong
pertumbuhan ekonomi. Pendidikan diarahkan pula kuntnenumbuhkan
kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemanpeserta didik untuk hidup
bersama dalam masyarakat yang beragam yang dilasidasgpenghormatan pada
hak-hak asasi manusia (HAM).
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4. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkk#saaaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar pextarg derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujB@mbangunan kesehatan
diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusipamberdayaan dan
kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaanndariaat dengan perhatian
khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, l@mak, manusia usia lanjut
(manula), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehditaksanakan melalui
peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehstamher daya manusia
kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yangtadis#geh peningkatan
pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajkesahatan. Upaya
tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamikerkdudukan, epidemiologi
penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kenmajptek, serta globalisasi dan
demokratisasi dengan semangat kemitraan dan karja Bntas sektor. Penekanan
diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandinmsyarakat serta upaya
promotif dan preventif. Pembangunan daerah harusaveasan kesehatan, yaitu
setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampakterhadap kesehatan.
Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan séntaa sektor yang meliputi
produksi pangan, pengolahan, distribusi, hinggaskorsi pangan tingkat rumah
tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimlsantg terjamin keamanannya
dalam rangka mencapai status gizi yang baik.

5. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarphka peningkatan
kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteidam,perlindungan anak di
berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlahktiikderasan, eksploitasi,
dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; pertiguatan kelembagaan dan
jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingikatah dan regional /
nasional termasuk ketersediaan data dan statistiéey.

6. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatatakusdimber daya manusia,
pembangunan karakter kebangsaeation building) dan partisipasi pemuda di
berbagai bidang pembangunan, terutama di bidangoakio sosial budaya, iptek
dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaanluaetika bangsa Indonesia. Di
samping itu, pembangunan olahraga diarahkan padagi&atan budaya olahraga
dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

7. Pengembangan perpustakaan diarahkan untuk menduwemgyasi yang cerdas
dan berkualitas.

. Memperkuat Perekonomian Daerah yang Tangguh darBerdaya Saing, yang
ditandai dengan :

1. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekan daerah serta
berorientasi dan berdaya saing nasional dan globatuk itu dilakukan
transformasi bertahap dari perekonomian berbasiadgulan komparatif sumber
daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulampktitif. Interaksi
antarwilayah didorong dengan membangun keterkaitgtem produksi, distribusi,
dan pelayanan antarwilayah yang kokoh. Upaya tatsilakukan dengan prinsip-
prinsip dasar: mengelola peningkatan produktivit@slalui inovasi, penerapan
iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan sertaamkéinan dan ketahanan
masyarakat secara berkelanjutan; mengelola kelemaibagekonomi yang
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahag yaik secara berkelanjutan,
dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
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. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip kiesioekonomi sehingga
terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi ubelumasyarakat dan
mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinamgeRdaan kebijakan
perekonomian perlu memperhatikan secara cermatmikaa nasional dan
globalisasi, dengan mengutamakan kelompok masyayakg masih lemah, serta
menjaga kemandirian d ekonomi.

. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamikejman ekonomi dengan:

a. menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintadngy baik di dalam
menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang eafisiefektif, dan
nondiskriminatif;

b. menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklinaipgesx usaha secara
sehat serta melindungi konsumen;

c. mendorong pengembangan standardisasi produk damufask meningkatkan
daya saing;

d. merumuskan strategi dan kebijakan pengembangarolteinsesuai dengan
pengembangan ekonomi nasional; dan

e. meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan ngate (UMKM) dan
koperasi di berbagai wilayah  sehingga menjadi dagintegral dari
keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat blasisoeni daerah

. Peranan Pemerintah Daerah yang efektif dan optidiaujudkan sebagai

fasilitator, regulator, dan katalisator sekaligabagai dinamisator pembangunan di
berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitasap@han publik, terciptanya
lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saingn derjaganya

keberlangsungan mekanisme pasar.

. Struktur perekonomian diperkuat dengan menduduldekior industri sebagai
motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pextadalam arti luas, kelautan,
dan pertambangan yang menghasilkan produk-prodtéeaefisien, modern, dan
berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efel@ing menerapkan praktik
terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujathhanan ekonomi yang
tangguh.

. Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan padangietan kualitas dan
kemanfaatan iptek dalam rangka mendukung dayay sirrah secara nasional
dan global. Hal itu dilakukan melalui peningkat@enerapan iptek secara luas
dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunant pkesanggulan iptek,
pengembangan lembaga penelitian yang handal, pssewjsistem pengakuan
terhadap hasil pernemuan dan hak atas kekayadakint, pengembangan dan
penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dantikas SDM iptek. Berbagai
langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pemhb@aguekonomi yang
berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembseja@gai keterkaitan dan
fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengegdrakegiatan usaha.

. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorongipemya sebanyak-

banyaknya lapangan kerja formal dan informal serémingkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pasar kerja yang fleksibel, hubungadusinial yang harmonis dengan
perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang adam serta terwujudnya
proses penyelesaian industrial yang memuaskan sprhak merupakan ciri-ciri

pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerjghatapkan mempunyai

produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaargasnenghasilkan nilai tambah
yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan paarbdukungan bagi program-
program pelatihan yang strategis untuk efektiviths efisiensi peningkatan
kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral idaestasi sumber daya manusia.
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Sebagian besar pekerja akan dibekali dengan peagakompetensi sesuai
dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingesional dan global.

8. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnydupgsuhan ekonomi yang
tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas demgawujudkan iklim investasi
yang menarik, mendorong penanaman modal asinggdsgngkatan daya saing
perekonomian daerah, serta meningkatkan kapasnfastruktur fisik dan
pendukung yang memadai. Investasi yang dikembangkafam rangka
penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunséhesar-besarnya untuk
pencapaian kemakmuran bagi rakyat.

9. Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektompri terutama sektor pertanian
dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan dititkgika agar mampu bersaing di
pasar regional, nasional dan internasional gunapremat basis produksi. Hal itu
merupakan faktor strategis karena berkenaan depgambangunan perdesaan,
pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dajugiam ketahanan pangan.
Semua itu harus dilaksanakan secara terencana eamatc untuk menjamin
terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomaerah ke arah lebih maju
dan lebih kokoh pada era globalisasi.

10.Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tamtertanian dalam arti luas dan
kelautan dilakukan untuk meningkatkan kesejahtepdani dan nelayan dengan
mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efigi@mg melibatkan partisipasi
aktif petani dan nelayan. Peningkatan itu diselangigan melalui revitalisasi
kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasmber daya, dan
pengembangan sumber daya manusia pelaku usahamagapu meningkatkan
daya saing melalui peningkatan produktivitas sewaespon permintaan pasar dan
memanfaatkan peluang usaha. Selain bermanfaat geagngkatan pendapatan
masyarakat pedesaan pada umumnya, upaya terselp#t daenciptakan
diversifikasi perekonomian perdesaan yang padaragilya meningkatkan
sumbangan di dalam pertumbuhan perekonomian nasidtexhatian perlu
diberikan pada upaya-upaya pengembangan kemampasyarakat, pengentasan
kemiskinan secara terarah, serta perlindungan daphaistem perdagangan dan
persaingan yang tidak adil.

11.Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkansindyang berdaya saing,
baik di pasar lokal, nasional bahkan kalau mungkimpai pasar internasional, dan
terkait dengan pengembangan industri kecil dan ngaie dengan struktur
industri yang sehat dan berkeadilan. Struktur itrddalam hal penguasaan usaha
akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktdnapoli dan berbagai
distorsi pasar melalui penegakan persaingan usamg sehat dan prinsip-prinsip
pengelolaan usaha yang baik dan benar. Struktwsiriddalam hal skala usaha
akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil denengah sebagai basis
industri nasional yang sehat, sehingga mampu turdbahterintegrasi dalam mata
rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dadustri berskala besar.

12.Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomiaraseasional dan global,
sektor industri perlu dibangun guna menciptakagkiimgan usaha mikro (lokal)
yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industg yahat dan kuat melalui:

a. pengembangan rantai pertambahan nilai melalui sieasi produk
(pengembangan ke hilir), pendalaman struktur kerya, atau pengembangan
secara menyeluruh (hulu-hilir);

b. penguatan hubungan antarindustri yang terkait aetarizontal termasuk
industri pendukung dan industri komplemen, termasigngan jaringan
perusahaan multinasional terkait, serta penguatdmurigan dengan kegiatan
sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan
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c. penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningk&apasitas kolektif yang,
antara lain, meliputi sarana dan prasarana fisiangportasi, komunikasi,
energi, serta sarana dan prasarana teknologi, rpresapengukuran,
standarisasi, pengujian, dan pengendalian kuabtta sarana dan prasarana
pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri).

13.Jasa infrastruktur dan keuangan dikembangkan sesieaigan kebijakan
pengembangan ekonomi agar mampu mendukung secek#f gieningkatan
produksi dan daya saing nasional dan global denganerapkan sistem dan
standar mengelolanya sesuai dengan praktik terl{flie best practice)
internasional, yang mampu mendorong peningkataamhke@n serta nilai tambah
perekonomian dan yang mampu mendukung kepentingyategs di dalam
pengembangan sumber daya manusia di dalam negeng yaeliputi
pengembangan keprofesian, penguasaan dan pemanfdekaologi, dan
peningkatan kepentingan daerah dalam pengentasamiskiean dan
pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan.

14.Perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistetmbdis yang efisien dan
efektif yang menjamin kepastian berusaha untuk meiian :

a. berkembangnya lembaga perdagangan yang -efektifmdgb@rlindungan
konsumen dan persaingan usaha secara sehat;

b. terintegrasinya aktivitas perekonomian daerah dabahgunnya kesadaran
penggunaan produksi dalam negeri;

c. meningkatnya perdagangan antar wilayah; dan

d. terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barargegis lainnya dengan
harga yang terjangkau.

15.Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorogatke perekonomian
rakyat secara khusus dan perekonomian Kabupatedakeecara umum dengan
menggali potensi keunikan lokal yang berkaitan dengudaya, kerajinan serta
makanan khas daerah yang ditujukan untuk meningkatkra Kabupaten Kendal.
Pengembangan kepariwisataan dilakukan dengan maatkah keragaman
pesona keindahan alam didukung melalui pembangfisigndan non fisik yang
bersifat lintas sektoral, terpadu, berkelanjutam ei@ningkatkan perastakeholder
serta menjalin kerjasama antar daerah, Biro PegalaWisata dalam rangka
meningkatkan jumlah kunjungan wisata nusantara llokagional maupun
mancanegara.

16.Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKsi) koperasi
diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang maknbdses iptek dan berdaya
saing ekspor, khususnya dalam menyediakan barang jdsa kebutuhan
masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusig ysignifikan dalam
perubahan struktural dan memperkuat perekonomiamestik. Untuk itu,
pengembangan UMKM dan koperasi dilakukan melaluiingkatan kompetensi
perkuatan kewirausahaan dan peningkatan prodwddiwang didukung dengan
upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan, pmsaanfaatan hasil inovasi
dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yangts&®ngembangan UMKM
dan koperasi secara nyata akan berlangsung teasteglalam modernisasi
agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendgkketahanan pangan, serta
perkuatan basis produksi dan daya saing industialomgpengembangan rumpun
industri, percepatan alih teknologi, dan peningk&iaalitas sumber daya manusia.

17.Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa rkiekglinampuan di dalam
turut serta menjaga stabilitas ekonomi dan membidypan pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki datghan terhadap
kemungkinan gejolak krisis melalui implementasiests jaring pengaman sektor
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keuangan, peningkatan kontribusi lembaga jasa kmuarbank dan non-bank
dalam pendanaan pembangunan terutama peningkates glendanaan bagi
keluarga miskin, baik di perdesaan maupun di pedt serta peningkatan
kualitas pertumbuhan perbankan. Dengan demikiatgpsgenis investasi, baik
jangka pendek maupun jangka panjang, akan mempesaleber pendanaan yang
sesuai dengan karakteristik jasa keuangan. Setain semakin beragamnya
lembaga keuangan akan memberikan alternatif peadatebih banyak bagi
seluruh lapisan masyarakat.

18.Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu fisigen anggaran yang
transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjafektivitas pemanfaatan.
Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran piajardaerah dijaga pada
tingkat yang aman. Kepentingan utama pembiayaarepetah adalah penciptaan
pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampeaingkatan
pelayanan publik, baik di dalam penyediaan pelayal@sar, prasarana dan sarana
fisik serta ekonomi, maupun mendukung peningkatgadaing ekonomi.

C. Pemanfaatan Iimu Pengetahuan dan Teknologi, yanditandai dengan :

1. Pembangunan iptek diarahkan untuk pemanfaatan ipeangetahuan serta
mengembangkan ilmu sosial dan humaniora untuk nasighn teknologi dan
memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengemaéiandan perekayasaan bagi
kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan dayey sanelalui peningkatan
kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasadoeng@ pada nilai agama,
nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta mperhatikan sumber daya dan
kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2. Pemanfaatan iptek diarahkan untuk :
a. mendukung ketahanan pangan dan energi;
b. penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasikdanunikasi;

c. penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan tegiolpertahanan, dan
teknologi kesehatan;

d. pengembangan teknologi material maju; dan
e. peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannyan daltor produksi.

Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangarbeu daya manusia iptek,

peningkatan anggaran riset, pengembangan sinebgekan iptek lintas sektor,

perumusan agenda riset yang selaras dengan kebytabar, peningkatan sarana
dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisenméttiasi iptek. Dukungan

tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inaledlaim rangka mendorong
pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuaranpiisg itu, diupayakan

peningkatan kerja sama penelitian domestik danrnastonal antarlembaga
penelitian dan pengembangan (litbang), perguruaggtidan dunia usaha serta
penumbuhan industri baru berbasis produk litbanggde dukungan modal

ventura.

D. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju, yanditandai dengan :

1. Peran pemerintah daerah akan lebih difokuskan pasfamusan kebijakan
pembangunan sarana dan prasarana, sementara persta slalam penyediaan
sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan teautatuk proyek-proyek yang
bersifat komersial. Kerja sama dengan swasta d@glambangunan sarana dan
prasarana diarahkan untuk :

a. menyediakan sarana dan prasarana transportasi yetalyanan distribusi
komoditi perdagangan dan industri serta pergerpkanmpang dan barang;
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b. menghilangkan kesenjangan antara pasokan dan kelouserta efektivitas dan
efisiensi tenaga listrik;

c. meningkatkan akses pelayanan informasi masyardat;

d. memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mdkanp kota tanpa
permukiman kumuh.

2. Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkak meetwvujudkan fungsi air
sebagai sumber daya sosiabdgjal goods) dan sumber daya ekonondac¢nomic
goods) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadisiere, -efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat mmémjkebutuhan pokok hidup
dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyaraksgirdlgangan antara pasokan
dan kebutuhan diwujudkan melalui pendekatan petapokebutuhandémand
management) yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas defisiensi
penggunaan, pengonsumsian air, dan pendekatan |plaage pasokan sgpply
management) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dasankalan
pasokan air. Pengelolaan prasarana sumber dageaehkan untuk mewujudkan
peningkatan keandalan layanan melalui kemitraangalendunia usaha tanpa
membebani masyarakat, penguatan kelembagaan miestyastan memerhatikan
pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain ituJapbubungan hulu-hilir akan
terus dikembangkan agar pola pengelolaan yang ledrkeadilan dapat tercapai.
Pengembangan dan penerapan sistem pemanfaatatut@gaunctive use) antara
air permukaan dan air tanah akan digalakkan temautamtuk menciptakan sinergi
dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanahgePdalian daya rusak air
mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melalui keaisiesumber daya air dan
keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai. lextan partisipasi masyarakat
dan kemitraan di antara pemangku kepentingan tkapsyakan tidak hanya pada
saat bencana, tetapi juga pada tahap pencegalampeetulinan pascabencana.

3. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukegigtan ekonomi, sosial,
dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalu

a. pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai nkemegan dan
pemerataan pembangunan antardaerabh;

b. memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional urgalantapkan pertahanan
dan keamanan nasional; dan

c. membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkaaraa pembangunan
daerah.

Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakagaie :
a. mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmaadattamoda;

b. menyelaraskan Peraturan Daerah yang terkait denmamyelenggaraan
transportasi yang memberikan kepastian hukum ddim ikusaha yang
kondusif;

c. mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk besipassi dalam
penyediaan pelayanan;

d. meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar tdaggamingkatkan efisiensi
dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa debgfap mempertahankan
keberpihakan Pemerintah Daerah sebagai regulatoadap pelayanan umum
yang terjangkau kepada masyarakat;

e. menyediakan pelayanan angkutan umum massal di Dgsrekotaan yang
didukung pelayanan penumpang, yang aman, nyamdi, teerjangkau dan
ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijsédanguna lahan;

f. meningkatkan budaya berlalu lintas yang tertib digiplin; dan
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Mengembangkan sistem pembangunan perhubunganaagtdrarahkan untuk
meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan yangumaenjadi salah satu
pintu gerbang daerah.

Untuk mendukung daya saing dan efisiensi angku@mumpang dan barang
diarahkan pada :

a.

perwujudan kebijakan yang menyatukan persepsi dagkbh para pelaku
penyedia jasa transportasi dalam konteks pelayanan;

mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpandpatang melalui
perbaikan manajemen transportasi antarmoda;

mendukung peningkatan pembangunan jalan bebas tampada koridor-
koridor strategis; dan

. mengembangkan sistem transportasi daerah yang aagaberkemampuan

tinggi yang bertumpu pada aspek keselamatan, dempleluan antar moda,
antar sektor, antar wilayah, aspek sosial budaga, mrofesionalitas sumber
daya manusia transportasi serta memanfaatkan tekntlansportasi yang
tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

. Mendukung pembangunan sarana dan prasarana enargeténagalistrikan yang
diarahkan pada pengembangan sarana dan prasaenga @muk meningkatkan
akses dan pelayanan konsumen terhadap energi melalu

a.

e.

pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan teiséigla | secara
memadai dan terjangkau oleh masyarakat;

pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yaaipiliki sistem tata
kelembagaan yang terstruktur dengan mengoptimatkaam sistem dan
proses pengelolaan ketenagalistrikan yang berfusegsara efisien, produktif,
dan profesional, sehingga dapat memberikan pelyamy lebih luas dan
kondusif bagi investasi swasta yang terpisah dasi sosial, serta mampu
melibatkan secara luas peran pemerintah daeralsughya untuk wilayah
nonkomersial;

pengembangan diversifikasi energi yang berbasisbbad dan gas secara
terbatas dan bersifat jangka menengah agar dapajgaetikan penggunaan
bahan bakar minyak dan dalam jangka panjang akamgedepankan energi
terbarukan, khususnya bioenergi, geothermal, teaagdéenaga angin, tenaga
surya;

. pengembangan industri penunjang ketenagalistrikaasional yang

mengedepankan peningkatan kandungan lokal, penggabalaya guna iptek
yang melibatkan dunia usaha, pendidikan, pemerirtah masyarakat secara
terintegrasi dan bersifat strategis berbasis tesinpeEngetahuankijowledge
transfer) termasuk pengembangan standardisasi produk datifikasi
kelistrikan nasional; dan

pengembangan sistem ketenagalistrikan yang berveawagkungan .

. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanit@sahdan untuk
mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyasskéd kebutuhan sektor-
sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangransportasi, pariwisata, dan
jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonamerihan kebutuhan
tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kdlamt (lemand responsive
approach) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber dima dan
lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan.
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E. Reformasi Hukum dan Birokrasi, yang ditandai dergan :
1. Bangunan hukum diarahkan untuk :
a. mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yangebenkutan;

b. mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekptevotama dunia usaha
dan dunia industri; dan

c. menciptakan kepastian investasi, terutama penegikaperlindungan hukum.

2. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilamngkamungkinan
terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu meaanglan menyelesaikan
secara tuntas permasalahan yang terkait dengamsikéhrupsi, dan nepotisme
(KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui upayak meningkatkan
kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hulamhek-hak asasi manusia
(HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum ymergtikan keadilan dan
kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam aang&nyelenggaraan
masyarakat yang makin tertib, teratur, dan lancar.

3. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui mefsir birokrasi untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur negara damwkumewujudkan tata
pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung kat&ah pembangunan di
bidang-bidang lainnya.

F. Pembenahan Regulasi Perizinan yang pro Investasiang ditandai dengan :

1. Regulasi di Kabupaten Kendal, terutama Peraturaerdba diiventarisir dan
dilakukan pembenahan agar benar-benar mendukumg pd@ngan investasi; dan

2. Pencabutan peraturan daerah yang tidak mendukuvastasi.
G. Mendukung peluang kegiatan usaha, yang ditandalengan :

1. Memberikan kemudahan izin usaha dengan memberiktaygnan yang cepat,
tepat dan terjangkau;

2. Memberikan bimbingan pada dunia usaha, terutantzausecil dan menengah;dan
3. Menginformasikan peluang pasar regional, nasioaalidternasional.
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IV.1.3 MEWUJUDKAN KABUPATEN KENDAL YANG DEMOKRATIS
BERLANDASKAN HUKUM

Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landagenting untuk
mewujudkan pembangunan Kabupaten Kendal yang mauagdiri dan adil. Demokrasi
dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalarager kegiatan pembangunan, dan
memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkaakantabilitas dan transparansi
dalam penyelenggaraan negara. Hukum pada dasameryajubn untuk memastikan
munculnya aspek-aspek positif dan menghambat asmgatif kemanusiaan serta
memastikan terlaksananya keadilan untuk semua waggara tanpa memandang dan
membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maggnoter. Hukum yang ditaati dan
diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjamihak-hak dasar masyarakat secara
maksimal. Untuk mewujudkan Kabupaten Kendal yanmaleatis dan adil dilakukan
dengan :

a. memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;

b. memperkuat peran masyarakat sipil sehingga prasabgngunan partisipatoris yang
bersifat dari bawah ke atasoftom up) bisa berjalan;

c. menumbuhkan masyarakat tanggapsgonsive community) yang akan mendorong
semangat sukarelap{rit of voluntarism) yang sejalan dengan makna gotong royong;

d. menjamin perkembangan dan kebebasan media dalamgkomanikasikan
kepentingan masyarakat;

e. melakukan pembenahan struktur hukum;
meningkatkan budaya hukum; dan

g. menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidakiaisiatif, dan memihak pada
rakyat kecil.

Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut di atdskadkan langkah — langkah
sebagai berikut :

1. Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkgpada proses pelembagaan
demokrasi dilakukan dengan :

a. mempromosikan dan menyosialisasikan pentingnyarkdban sebuah konstitusi
yang kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagmdoman dasar bagi sebuah
proses demokratisasi berkelanjutan; dan

b. menciptakan kelembagaan demokrasi lebih lanjut kuntmendukung
berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara beijkédan.

2. Penataan peran Pemerintah Daerah dan masyarakkbeliatkan pada pembentukan
kemandirian dan kedewasaan masyarakat serta pemkhannasyarakat madani yang
kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Di sampitu, penataan peran
Pemerintah Daerah dan masyarakat diarahkan padsapenfungsifungsi yang positif
dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga af#at, partai politik untuk
membangun kemandirian masyarakat dalam mengeldbad@@ potensi konflik sosial
yang dapat merusak serta memberdayakan berbagaispgiositif masyarakat bagi
pembangunan. Upaya untuk mendorong perwujudan mastasipil yang kuat perlu
juga memerhatikan pengaruh pasar dalam kehidupsal smlitik Daerahagar tidak
terjadi ekses-ekses negatif dan kesenjangan sgsiafj merugikan kehidupan
masyarakat.

3. Penataan proses politik yang dititikberatkan padangplokasian/ representasi
kekuasaan diwujudkan dengan:

a. meningkatkan secara terus menerus kualitagpman mekanisme seleksi publik
yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dabliggdan
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b. mewujudkan komitmen politik yang tegas terhageptingnya kebebasan media
massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, Darpendapat setiap
warganegara berdasarkan aspirasi politiknya masiagjng.

4. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkardapgenanaman nilai-nilai
demokratis diupayakan melalui:

a. penciptaan kesadaran budaya dan penanamannilalaipolitik demokratis,
terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilpersamaan, anti kekerasan,
serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wazaan media; serta

b. upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagngkatan kesadaran mengenai
pentingnya memelihara persatuan bangsa.

5. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yatekahkan pada pencerdasan
masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan

a. mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapdamteaga serta menjamin hak
masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontia@inyga penyelenggaraan
negara secara cerdas dan demokratis;

b. mewujudkan pemerataan informasi yang lebihrdsagan mendorong munculnya
media-media massa daerah yang independen;

c. menciptakan jaringan informasi yang bersifaenaktif antara masyarakat dan
kalangan pengambil keputusan politik untuk men&gakebijakan yang lebih
mudah dipahami masyarakat luas;

d. menciptakan jaringan teknologi informasi dan kaikasi yang mampu
menghubungkan selurdink informasi yang ada di pelosok Kabupaten Kendal
sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat daneneagpintegritas bangsa,

e. memanfaatkan jaringan teknologi informasi damkoikasi secara efektif agar
mampu memberikan informasi yang lebih komprehekspada masyarakat
supaya tidak terjadi kesalahpahaman; serta

f. meningkatkan peran lembaga independen di bitangunikasi dan informasi untuk
lebih mendukung proses pencerdasan masyarakat dadaidupan politik dan
perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan.

6. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudobaistem sebagai bagian
dari sistem hukum nasional yang mantap bersumbda francasila dan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun @&#t mencakup :

a. pembangunan materi hukum, struktur hukum termagakad hukum, sarana dan
prasarana hukum;

b. perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaranbddaya hukum yang
tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; dan

c. penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan dexti@k

7. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruakunhudengan tetap
memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang ledak pengaruh globalisasi
sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian damgengan hukum, penegakan
hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanaormulang berintikan keadilan
dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalagka penyelenggaraan negara
yang makin tertib dan teratur sehingga penyelermggapembangunan nasional akan
makin lancar.

8. Mendukung pembangunan materi hukum vyang diarahkatuku melanjutkan
pembaruan produk hukum yang mencerminkan nilai-rétssial dan kepentingan
masyarakat serta mampu mendorong tumbuhnya kitaatidan melibatkan
masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyeler@gapemerintahan dan
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pembangunan, yang mencakup perencanaan hukum, peikdre hukum, penelitian
dan pengembangan hukum. Di sisi lain, peraturannoiemg-undangan yang baru juga
harus mampu mengisi kekurangan/kekosongan hukuragaelpengaruh dinamika
lingkungan strategis yang sangat cepat berubalenP&naan hukum sebagai bagian
dari pembangunan materi hukum harus diselenggaraleamgan memperhatikan
berbagai aspek yang mempengaruhi, baik di dalanyarasat sendiri maupun dalam
pergaulan masyarakat daerah yang dilakukan seeapadu dan meliputi semua
bidang pembangunan sehingga produk hukum yang illidwasdapat memenuhi
kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negata dapat mengantisipasi
perkembangan zaman. Pembentukan hukum diselenggara&lalui proses terpadu
dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undamglarig Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sehingga menghasilkan prddikum beserta peraturan
pelaksanaan yang dapat diaplikasikan secara efistigan didukung oleh penelitian
dan pengembangan hukum yang didasarkan pada asf@arakebutuhan masyarakat.
Penelitian dan pengembangan hukum diarahkan padaiaseaspek kehidupan
sehingga hukum selalu dapat mengikuti perkembanigandinamika pembangunan
yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik Kedoutaat ini maupun masa depan.
Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengemaa hukum diperlukan kerja
sama dengan berbagai komponen lembaga terkait.

9. Mendukung pembangunan struktur hukum yang diaralikauk memantapkan dan
mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga rhukofesi hukum, dan badan
peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakms dan kewajibannya
secara profesional. Kualitas dan kemampuan apahatkum dikembangkan melalui
peningkatan kualitas dan profesionalisme melalsiesn pendidikan dan pelatihan
dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiakgmbangan pembangunan serta
pengembangan sikap aparatur hukum yang menunjaggitkejujuran, kebenaran,
keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kdars nepotisme, serta bertanggung
jawab dalam bentuk perilaku yang teladan. Apar&wikum dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya secara profesional perlukdity oleh sarana dan prasarana
hukum yang memadai serta diperbaiki kesejahteraaaggr di dalam melaksanakan
tugas dan kewajiban aparatur hukum dapat berjadgngah baik dan terhindar dari
pengaruh dan intervensi pihak-pihak dalam bentulkpgs, kolusi, dan nepotisme.

10.Mendukung penerapan dan penegakan hukum dan halt asmusia (HAM)
dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional,tidak diskriminatif dengan tetap
berdasarkan pada penghormatan terhadap hak-haknasassia (HAM), keadilan,
dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, pé@mndidan persidangan yang
transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkaib teosial dan disiplin sosial
sehingga dapat mendukung pembangunan serta meikamtsgabilitas nasional yang
mantap dan dinamis. Penegakan hukum dan hak-hakmaaausia (HAM) dilakukan
terhadap berbagai tindak pidana, terutama yangatkib dirasakan langsung oleh
masyarakat luas, antara lain tindak pidana korukerusakan lingkungan, dan
penyalahgunaan narkotik.

11.Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaranmhukang tinggi terus
ditingkatkan, dengan lebih memberikan akses teghadgaegala informasi yang
dibutuhkan oleh masyarakat, dan akses kepada naksyderhadap partisipasi dalam
berbagai proses pengambilan keputusan pelaksarsmabapgunan daerah sehingga
setiap anggota masyarakat menyadari dan menghelatian kewajibannya sebagai
warga negara. Akibatnya, akan terbentuk perilakogavanegara yang mempunyai
rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudasyarakat yang mempunyai
kesadaran hukum yang tinggi harus didukung olelaypelan dan bantuan hukum
dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidddebgrdan penetapan putusan yang
mencerminkan rasa keadilan.
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12.Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenapgeatur negara dicapai
dengan :

a. penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yank pada semua tingkat, lini
pemerintahan, dan semua kegiatan;

b. pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepadaupedailyalahguna kewenangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

C. peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasparatur negara melalui
pengawasan internal, pengawasan fungsional, dajap@&san masyarakat; dan

d. peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja seetagetahuan dan pemahaman
para penyelenggara negara terhadap prinsip-prkesgtapemerintahan yang baik.
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IV.1.4 MEWUJUDKAN KABUPATEN KENDAL YANG AMAN DAN DAMAI

Dengan potensi ancaman yang ada serta kondisi,selstamomi, dan budaya yang
beragam, bangsa dan negara Indonesia termasuk nalestyakabupaten Kendal
memerlukan kemampuan pertahanan yang kuat untuRjame tetap tegaknya
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinkabupaten Kendal merupakan
bagian yang tak terpisahkan. Adanya gangguan kemmalalam berbagai bentuk
kejahatan dan potensi konflik horisontal akan nedrkan dan berakibat pada pudarnya
rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan daryadasa aman bagi masyarakat
merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangli berbagai bidang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan langkdéingkah sebagai berikut :

1. Keamanan diwujudkan melalui keterpaduan pembangpe&iahanan, pembangunan
keamanan, dan pembangunan keamanan sosial yarigndg@akan berdasarkan
kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya;

2. Mendukung penciptaan postur dan struktur pertahamaag diarahkan untuk dapat
menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasaksktual, dan pembangunan
kapabilitas jangka panjang yang sesuai dengan gorg#ografis dan dinamika
masyarakat;

3. Turut serta mendukung dalam peningkatan profesemal Tentara Nasional
Indonesia dilaksanakan dengan tetap menjaga nasradolitik dan memusatkan diri
pada tugas-tugas pertahanan, melibatkan masyalalkaih upaya bela negara; dan

4. Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkattan $atuan Polisi Pamong
Praja dan turut serta mendukung peningkatan poofessme Polri beserta institusi
terkait dengan masalah keamanan dan meningkatkam [gerta masyarakat dalam
rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan kesertimasyarakat, tertib dan
tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindyngamgayoman, dan pelayanan
masyarakat.
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IV.1.5 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN
BERKEADILAN

Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati ol&lrube Masyarakat akan
meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam lrgunan, mengurangi gangguan
keamanan, serta menghapuskan potensi konflik samiaik tercapainya Kabupaten
Kendal yang maju, mandiri dan adil, yang ditandaighn :

1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan merkarhgotensi dan peluang
keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setigyah, serta memperhatikan
prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukimgkungan. Tujuan utama
pengembangan wilayah adalah peningkatan kualitatuphidan kesejahteraan
masyarakat serta pemerataannya. Pelaksanaan peggnb wilayah tersebut
dilakukan secara terencana dan terintegrasi desgamua rencana pembangunan
sektor dan bidang. Rencana pembangunan dijabadmulidinkronisasikan ke dalam
rencana tata ruang yang konsisten, baik materi orajgmgka waktunya.

2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayapahilatrategis dan cepat
tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wiagylayah tertinggal di
sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembasganomi yang sinergis, tanpa
mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tethghih ditekankan pada
pertimbangan keterkaitan mata rantai proses inddatr distribusi. Upaya itu dapat
dilakukan melalui pengembangan produk unggulan atgerserta mendorong
terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan Kerja sama antarsektor, dunia
usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluangabardan investasi di daerah.

3. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengemkan wilayah-wilayah
tertinggal sehingga wilayah-wilayah tersebut dapatbuh dan berkembang secara
lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalarbpagunannya dengan daerah lain.
Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, selamgan pemberdayaan
masyarakat secara langsung melalui skema pembeldaa, termasuk jaminan
pelayanan publik dan keperintisan, perlu pula dikan penguatan keterkaitan
kegiatan ekonomi dengan wilayah-wilayah cepat tumban strategis dalam satu
sistem wilayah pengembangan ekonomi.

4. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan emhgngkan kerjasama saling
menguntungkan serta menghindarkan permasalaharapalahan dan dimanfaatkan
sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan pertga dengan daerah tetangga.
Pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah kmiadekesejahteraan.

5. Pertumbuhan kota dikendalikan dalam suatu sistetayah pembangunan yang
kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, sertapedimbangkan pembangunan
yang berkelanjutan melalui:

a. penerapan manajemen perkotaan yang meliputi opsasaldan pengendalian
pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyanggkitdr kota inti dengan
penegakan hukum yang tegas dan adil, serta perarggaran dan fungsi Wilayah
di sekitar kota agar kota tersebut tidak hanydubegsi sebagai kota tempat
tinggal dormitory town) saja, tetapi juga menjadi kota mandiri;

b. pengembangan kegiatan ekonomi kota yang ramakunggan seperti industri jasa
keuangan, perbankan, asuransi, dan industri telemaserta peningkatan
kemampuan keuangan daerah perkotaan; dan

c. perevitalan kawasan kota yang meliputi pengembdimgysi kawasan melalui
pembangunan kembali kawasan, peningkatan kualitagungan fisik, sosial,
budaya, serta penataan kembali pelayanan faglitlhlik, terutama pengembangan
sistem transportasi masal yang terintegrasi antamo
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6. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayetkotaan dengan kegiatan
ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara dSmeflgasil produksi wilayah
perdesaan merupakaackward linkages dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan)
dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonoRéningkatan keterkaitan
tersebut memerlukan adanya perluasan dan divesifilaktivitas ekonomi dan
perdagangan (nonpertanian) di pedesaan yang teedgan pasar di perkotaan.

7. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembaggaindustri dan agrobisnis
yang padat pekerja, terutama bagi :

a. kawasan yang berbasiskan pertanian dan kelautan;

b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di @endekhususnya dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya;

C. pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kagigroduksi di kawasan
perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upmyreciptakan keterkaitan fisik,
sosial dan ekonomi yang saling komplementer dangatenguntungkan;

d. peningkatan akses informasi dan pemasaran, lenkeagagan, kesempatan kerja,
dan teknologi;

e. pengembangasocial capital dan human capital yang belum tergali potensinya
sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata nodafigansumber daya alam
saja; dan

f. intervensi harga dan kebijakan perdagangan yanghadr ke produk pertanian,
terutama terhadap harga dan upah.

8. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebiggesial bagi pembangunan di
setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agangnfaatan ruang dapat sinergis,
serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang &Milaisusun secara hierarki.
Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang pdrhgkatkan:

a. kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaaiang penataan ruang;
b. kualitas rencana tata ruang; dan

c. efektivitas penerapan dan penegakan hukum dakm@ncanaan, pemanfaatan,
maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

9. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yangrefisfektif, serta melaksanakan
penegakan hukum terhadap hak atas tanah denganraplese prinsip-prinsip
keadilan, transparansi, dan demokrasi. Selain garju dilakukan penyempurnaan
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfdaten melalui perumusan
berbagai aturan pelaksanadand reform serta penciptaan insentif/disinsentif
perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dagpgpaaan tanah agar masyarakat
golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapdikk atas tanah. Sejalan
dengan hal itu, perlu pula menyempurnakan sistekurudan produk hukum
pertanahan melalui inventarisasi dan penyempurpaaaturan perundang-undangan
pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyaadlkf serta peningkatan
upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik metaeluenangan administrasi,
peradilan, maupualternative dispute resolution. Untuk mendukung hal tersebut perlu
dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahaai sesngan semangat otonomi
daerah dan dalam kerangka Negara Kesatuan Repimoldnesia, terutama yang
berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber mayasia bidang pertanahan di
daerah.

10.Kapasitas Pemerintah Daerah terus dikembangkanlunglaningkatan kapasitas
aparat Pemerintah Daerah, kapasitas kelembagaamriptah daerah, kapasitas
keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lenmbgigatif daerah. Selain itu,
pemberdayaan masyarakat akan terus dikembangkatumel
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a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
b. peningkatan akses pada modal usaha dan sumbealdaya

c. pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan sisfgraadap kebijakan dan
peraturan yang menyangkut kehidupan mereka; dan

d. peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk meagel®hha ekonomi
produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengegasskinan.

11.Peningkatan kerja sama antarwilayah akan terusgtgitkan dalam rangka :
a. memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompsétiap wilayah;
b. menghilangkan ego Pemerintah Daerah yang berlebitzam
c. menghindari timbulnya in-efisiensi dalam pelayapahlik.

Pembangunan kerja sama antardaerah melalui sisfarmg antardaerah akan sangat
bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman gb&dmtungan dari kerja sama,
maupun berbagi tanggung jawab pembiayaan secarporgional, baik dalam
pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasasampumdalam pembangunan
lainnya.

12.Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjagehdwdn dan kemandirian
pangan dengan mengembangkan kemampuan produlsn aegeri yang didukung
kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamenpéan kebutuhan pangan
yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam @amimutu, keamanan, maupun
harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumbmbsu pangan yang beragam
sesuai dengan keragaman lokal.

13.Koperasi perlu didorong berkembang luas sesuaitkbbn menjadi wahana yang
efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisigkolektif para anggotanya, baik
produsen maupun konsumen di berbagai sektor kagekanomi sehingga menjadi
gerakan ekonomi rakyat yang berperan nyata dalaagaupeningkatan kesejahteraan
sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pelayean usaha mikro menjadi
pilihan strategis untuk meningkatkan pendapataomipbk masyarakat berpendapatan
rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan peagapgan kemiskinan melalui
peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pdagelousaha serta sekaligus
mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan paabiusaha.

14.Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembanguesejakteraan sosial juga
dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih bpsdia kelompok masyarakat
yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskmmdasyarakat yang tinggal di
wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.

15.Pembangunan kesejahteraan sosial dan kepeduliaal dalam rangka memberikan
perlindungan pada kelompok masyarakat yang kuragginbung disempurnakan
melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang diogiloleh peraturan perundang -
undangan, pendanaan, serta sistem nomor induk #egekan (NIK). Pemberian
jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkataya dan kelembagaan
yang sudah berakar di masyarakat.

16.Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusumtalitdan dikembangkan untuk
memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakgat pelayanan sosial
dasar. Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yawighs disempurnakan bersama
sistem perlindungan sosial nasional (SPSN) yangkdiag oleh peraturan perundang—
undangan dan pendanaan serta sistem Nomor Indulkendadukan (NIK) dapat
memberikan perlindungan penuh kepada masyarakatdeeara bertahap sehingga
pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan denganerhati@an budaya dan
sistem yang sudah berakar di kalangan masyarast lu



50

17.Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan samdo&yrgnya diarahkan pada :

a.

penyelenggaraan pembangunan perumahan yang bgukatanmemadai, layak,
dan terjangkau oleh daya beli masyarakat sert&kdidyoleh prasarana dan sarana
permukiman yang mencukupi dan berkualitas yanglal&kesecara profesional,
kredibel, mandiri, dan efisien;

penyelenggaraan pembangunan perumahan besertarapeasalan sarana
pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan poteembiayaan yang
berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptégzangan kerja, serta
meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangiaran;

pembangunan perumahan beserta prasarana dan gaeadakungnya yang
memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungaumphi

18.Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupanimim dan sanitasi
diarahkan pada :

a.

peningkatan kualitas pengelolaan asessdt management) dalam penyediaan air
minum dan sanitasi;

pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sardtesar bagi masyarakat;

penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitagi keedibel dan profesional,
dan

. penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalaayap@n air minum dan

sanitasi bagi masyarakat miskin.

19.Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada perlirmdlugign pemenuhan hak-hak
dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakasipprkesetaraan dan
nondiskriminasi. Sejalan dengan proses demokrgtipammenuhan hak dasar rakyat
diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang geydéinmewujudkan hak-hak
dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinga giarahkan pada peningkatan
mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bdgranpaya pemenuhan hak-hak
dasar masyarakat miskin.
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IV.1.6 MEWUJUDKAN KABUPATEN KENDAL YANG ASRI DAN LE STARI

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakanaimpeimbangunan dan
sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Suddyer alam yang lestari akan
menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanpagn pembangunan. Lingkungan
hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidupwusm Oleh karena itu, untuk
mewujudkan Kabupaten Kendal yang maju, mandiri, ddih, sumber daya alam dan
lingkungan hidup harus dikelola secara seimbangukuntenjamin keberlanjutan
pembangunan Daerah. Penerapan prinsip-prinsip pejuban yang berkelanjutan di
seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utdat@m pelaksanaan berbagai kegiatan
pembangunan.

Perwujudan Kabupaten Kendal yang asri dan lest@ahkan :

1. Mendayagunakan sumber daya alam yang terbarskamber daya alam terbarukan,
baik di darat dan di laut, harus dikelola dan difaatkan secara rasional, optimal,
efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagurstaruh fungsi dan manfaat
secara seimbang. Pengelolaan sumber daya alamuleebayang sudah berada dalam
kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk mereftabil dan memulihkan daya
dukungnya yang selanjutnya diarahkan pada pemanfgasa lingkungan sehingga
tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuaarsgpagai modal bagi
pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau peralapating berasal dari
pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diinvieatasikembali guna
menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitaaii @encadangan untuk
kepentingan generasi sekarang maupun generasi taagd®engendalian alih fungsi
lahan dengan memperhatikan arah kebijakan bendanmaserta penetapan kawasan
lindung kurang lebih 30 %. Di samping itu, pematdaasumber daya alam yang
terbarukan akan diarahkan untuk memenuhi kebuteharngi dengan memanfaatkan
sumber daya berbasis kelautan dan hasil-hasilrpanaebagai energi alternatif.

2. Mengelola sumber daya alam yang tidak terbaruR&ngelolaan sumber daya alam
tak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, stmmber daya energi diarahkan
untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkigerthkukan sebagai masukan,
baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk prosesluksi yang dapat
menghasilkan nilai tambah yang optimal. Selainstumber daya alam tak terbarukan
pemanfaatannya harus seefisien mungkin dan merarapkategi memperbesar
cadangan dan diarahkan untuk mendukung proses kgioRengembangan sumber-
sumber energi alternatif itu disesuaikan dengandisbrmasyarakat dengan tetap
mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Di sampiog pengembangan energi
juga mempertimbangkan harga energi yang mempegkaim biaya produksi,
menginternalisasikan biaya lingkungan, serta metimpkeangkan kemampuan
ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunargieterus diarahkan kepada
keragaman energi dan konservasi energi dengan mneatigan kelestarian fungsi
lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksam dengan memperhatikan
komposisi penggunaan energi (diversifikasi) yangnaogl bagi setiap jenis energi.

3. Menjaga dan melestarikan sumber daya air. ételagn sumber daya air diarahkan
untuk

a. menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan manjagestarian fungsi
daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah;

b. mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kelputumietalui pendekatan
demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas désiensi
penggunaan dan konsumsi air dan pendekatgply management yang ditujukan
untuk meningkatan kapasitas dan keandalan pasakataa

c. memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk mjeatikean keterpaduan dan
kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
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4. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan. peafbangunan ke depan perlu
memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayahDengan cakupan dan
prospek sumber daya kelautan, arah pemanfaatanayas hdilakukan melalui
pendekatan multisektor, integratif, dan kompreHemgjar dapat meminimalkan
konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Di sagppto, mengingat kompleksnya
permasalahan dalam pengelolaan sumber daya laisjirpependekatan keterpaduan
dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyai@nau dalam menjamin
keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkandggelain itu, kebijakan dan
pengelolaan pembangunan kelautan harus merupakemp&euan antara sektor lautan
dan daratan serta menyatu dalam strategi pembamgsehingga kekuatan darat dan
laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kbtsjaan .

5. Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan sumiya alam tropis yang unik dan
khas. Diversifikasi produk dan inovasi pengolahasilhsumber daya alam terus
dikembangkan agar mampu menghasilkan barang darygag memiliki nilai tambah
yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dagahyang bersaing dalam
merebut persaingan masa itu. Arah ini harus mengadian bagi pengembangan
industri yang berbasis sumber daya alam selaip te@nekankan pada pemeliharaan
sumber daya alam yang ada dan sekaligus meningk&tkalitas dan kuantitasnya.
Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat égaal dapat memeroleh akses yang
memadai dan menikmati hasil dari pemanfaatan surdaga alam yang ada di
wilayahnya. Dengan demikian, pembangunan pada mjasg akan datang tidak
hanya berlandaskan pada peningkatan pertumbuhammksemata, melainkan juga
keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan.

6. Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis sundya alam yang ada di setiap
wilayah. Kebijakan pengembangan sumber daya alarg lghas pada setiap wilayah
dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masta mengembangkan
wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta mempeKRagmsitas dan komitmen daerah
untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.indleatan partisipasi
masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumber aagadan lingkungan hidup
dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintaérath antara lain melalui
pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosialeanomi di tingkat lokal, serta
pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atabesudaya alam. Untuk itu,
diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disge@iegakan agar menjadi pedoman
pemanfaatan sumber daya alam yang optimal damilesta

7. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisilogeoKebijakan pembangunan
berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mehgegkan kemampuan dan
penerapan sistem deteksi dini serta sosialisasidi@@minasi informasi secara dini
terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepadarakagy Untuk itu, perlu
ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daa@van bencana agar dapat
diantisipasi secara dini. Hal itu dapat memberikanfaat besar bagi masyarakat dan
memberikan perlindungan terhadap manusia dan hbetlada karena adanya
perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bharadam.

8. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkurigalam rangka meningkatkan
kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapansip-prinsip pembangunan
yang berkelanjutan secara konsisten di segala @id&@®mbangunan ekonomi
diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yanghrdimgkungan sehingga tidak
mempercepat terjadinya degradasi dan pencemargkuhgan. Pemulihan dan
rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskgpada upaya peningkatan daya
dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan lagjkéan.

9. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber dadga alan lingkungan hidup.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu didgkwleh peningkatan
kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkuhglup; penegakan hukum
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lingkungan yang adil dan tegas serta sistem polying kredibel dalam
mengendalikan konflik; peningkatan sumber daya rs@nyang berkualitas; perluasan
penerapan etika lingkungan; serta perkembanganilasireosial budaya yang makin
mantap sehinggga lingkungan dapat memberikan kemyamdan keindahan dalam
kehidupan. Selanjutnya, cara pandang terhadapumggn hidup yang berwawasan
etika lingkungan perlu didorong melalui internatiske dalam kegiatan produksi dan
konsumsi, dengan cara menanamkan nilai dan etiigkungan dalam kehidupan
sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosréd, gendidikan formal pada semua
tingkatan.

10. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendimgkungan hidup. Kebijakan itu
diarahkan terutama bagi generasi muda sehinggigteesumber daya manusia yang
berkualitas dan memiliki kepedulian serta kesadaean fungsi lingkungan hidup.
Dengan demikian, pada masa yang akan datang meakgu berperan aktif sebagai
motor penggerak bagi penerapan konsep pembangumakeldnjutan dalam
kehidupan sehari-hari.

11. Pengelolaan wilayah untuk mengurangi kesenjangaitu penetapan kawasan
strategis berikut infrastrukturnya.

IV.1.7 MEWUJUDKAN KABUPATEN KENDAL SEBAGAI WILAYAH  PANTAI
DAN PEGUNUNGAN YANG MAJU

Pembangunan kelautan pada masa yang akan datanghkdia pada pola
pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaatbes daya laut berbasiskan
ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber dayausia dan kelembagaan, politik,
ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dandé&gi, yang ditandai dengan :

1. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari, antarantelalui :

a. pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelawtng dapat diwujudkan
melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidildam

b. melestarikan nilai-nilai budaya serta wawasan bafeata kearifan lokal di bidang
kelautan.

2. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber dayasmadi bidang kelautan yang
diwujudkan, antara lain, dengan :

a. mendorong jasa pendidikan dan pelatihan yang bkt&siadi bidang kelautan
untuk bidang-bidang keunggulan yang diimbangi danketersediaan lapangan
kerja; dan

b. mengembangkan standar kompetensi sumber daya raahisdang kelautan.

c. meningkatkan dan menguatkan peranan ilmu pengetatarateknologi, riset, dan
pengembangan sistem informasi kelautan.

3. Mengembangkan industri kelautan secara sinergimapt dan berkelanjutan yang
meliputi :

perhubungan laut;

industri maritim;

perikanan;

wisata bahari;

energi dan sumber daya mineral;

bangunan laut; dan

g. jasa kelautan.

~oooop

4. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaredilakukan melalui :
a. pengembangan sistem mitigasi bencana;
b. pengembangaearly warning system;
c. pengembangan perencanaan daerah tanggap darurat;
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d. pengembangan sistem pengendalian hama laut, ikBbdipesies asing, dan
organisme laut yang menempel pada dinding kapal; da
e. pengendalian dampak sisa-sisa bangunan dan agtiliitaut.

5. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawgsesisir dilakukan dengan
mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skalal kegmg mampu memberikan
lapangan kerja lebih luas kepada keluarga miskin.

IvV.1.8 MEWUJUDKAN KABUPATEN KENDAL BERPERAN AKTIF D ALAM
PERGAULAN ANTAR DAERAH DAN NASIONAL

Menjaga ketertiban antardaerah yang berdasarkatameaian dan keadilan sosial
merupakan amanat yang harus diperjuangkan secarsisten. Dalam rangka
mewujudkan Kabupaten Kendal mandiri, maju, adih anakmur, Kabupaten Kendal
sangat penting untuk berperan aktif dalam kerjaasdemgan daerah lainnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan dengan :
1. Peranan hubungan dengan daerah lainnya teruskditkem; dan

2. Penguatan jaringan hubungan dan kerja sama yanlykirbantar aktor-aktor dalam
pemerintah daerah dan aktor-aktor di luar daer@buliaten Kendal.
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IV. 2 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksudsg pembangunan jangka
panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritag ydan menjadi agenda dalam
rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dinpsloritas yang ditetapkan
mencerminkan urgensi permasalahan yang hendakesksidn, tanpa mengabaikan
permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekananasgebritas dalam setiap tahapan
berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinarabumgri periode ke periode
berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokakbpegunan jangka panjang.
Setiap sasaran pokok dalam delapan misi pembangangka panjang dapat ditetapkan
prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritasing-masing misi dapat diperas
kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utamanggambarkan makna strategis dan
urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahdpanskala prioritas utama dapat
disusun sebagai berikut.

IV.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMgkl (2005 — 2009)

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Kendal yang, nmandiri, dan adil,
pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang dchargldda pencapaian sasaran-
sasaran pokok sebagai berikut :

A. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berakhak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradakditandai oleh hal-hal berikut:

1. Peningkatan kualitas keimanan, ketakwaan warga analsyt Kabupaten Kendal;

2. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidik@ibh belajar pendidikan
dasar dan menengah, serta peningkatan relevangiukun pendidikan yang
sesuai dengan pangsa pasar kerja;

3. Peningkatan kepedulian pada etika dan moral seld&nilai keagamaan dan
budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahamdsnddinamika pergaulan
regional, nasional dan internasional;

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang hatelam mendukung
eksistensi masyarakat Kabupaten Kendal berdasarkandan takwa;

5. Peningkatan toleransi antar umat beragama di Kabnpéendal; dan

6. Peningkatan kepedulian terhadap nilai-nilai lokalach rangka memperkuat
identitas masyarakat Kabupaten Kendal.

B. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk menapai masyarakat yang
lebih makmur dan sejahteraditandai oleh hal-hal berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalimgieaitan kualitas sumber daya
manusia, serta peningkatan sistem pengelolaan surdbga alam yang
berwawasan lingkungan;

2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pencipildan yang lebih kondusif,
termasuk membaiknya infrastruktur;

3. Peningkatan pembangunan infrastruktur lebih didgnmelalui peningkatan peran
swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakaredalasi serta reformasi dan
rekonstruksi kelembagaan,;

4. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitdstaalain ditandai dengan
meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) ddeks pembangunan
gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun dagaay berkarakter cerdas,
kompetitif, adil, beradab dan berorientasi ilmu getahuan dan teknologi
(IPTEK); meningkatkan kualitas dan akses masyardkabhadap pelayanan
pendidikan dan kesehatan; meningkatkan kesejahnterd@an perlindungan
perempuan dan anak; dan mengendalikan jumlah gapdagumbuhan penduduk;
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Peningkatan profesionalisme kerja birokrasi Penteghiiabupaten Kendal dengan
meningkatkan sistem dan pelayanan terpadu, menmppitsekemungkinan
penyalahgunaan/penyimpangan oleh aparatur; dan

Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengembaRJdtKl yang berbasis pada
peningkatan jejaring penelitian IPTEK yang mampundoeong berkembangnya
teknologi tepat guna di berbagai bidang.

C. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis berlandaskan hukum dan
berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut:

1.

Peningkatan supremasi hukum dan hak asasi marwasia,dengan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penmemtameningkatkan
produk-produk hukum yang mendukung terwujudnya @ton daerah yang
kompetitif;

Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang efidtifefisien sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance dan clean government melalui peningkatan
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan petaieain daerah;

Peningkatan proses demokratisasi, politik dan pekeeg hukum melalui
peningkatan partisipasi dan pendidikan politik i@kgerta profesionalisme aparat
penegak hukum;

Peningkatan kualitas dan implementasi perencanaary \berorientasi pada
pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara péftisipagan melibatkan
seluruh pemangku kepentingan; dan

Peningkatan kualitas kelembagaan lokal yang besblespada nilai-nilai lokal
yang bersumber dari jati diri budaya masyarakatugaben Kendal.

D. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang aman dan damai ditandai oleh hal-hal
berikut:

1.

7.

Peningkatan rasa saling percaya dan harns@star kelompok masyarakat baik
yang ada di perdesaan dan perkotaan;

Peningkatan kemampuan mencegah, menangkal, danda&rkejahatan terutama
melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokolsyaaakat;

Peningkatan sistem keamanan lingkungan baik ydagsdinakan aparat maupun
oleh masyarakat;

Peningkatan upaya sinergis komprehensif dalam nmemgagkan dan
memadukan pengurangan pemasokan/permintaan narkoba,;

Peningkatan profesionalisme aparat Satuan PolishoRg Praja (Satpol PP)
melalui pembinaan kinerja dan perbaikan struktganrsasi dan tata kerja;

Peningkatan kerja sama dengan pihak kepolisianndal@aya menciptakan
ketenteraman dan ketertiban;dan

Peningkatan pengamanan aset-aset milik Pemerirdbbgéaten Kendal.

E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkadilan ditandai oleh hal-
hal berikut:

1.

Peningkatan pembangunan wilayah dengan menge@kdramotensi wilayah dan
klaster ekonomi perdesaan di semua lini dan peabailnfrastruktur yang
menunjang;

Peningkatan pembangunan bidang ketenagakerjaammengncetak tenaga kerja
yang terampil serta didukung dengan tingkat kesejahn yang memadai
termasuk jaminan perlindungan yang relevan dengtanb kerjanya;
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Peningkatan pembangunan bidang kesehatan dengengketan akses pelayanan
kesehatan dan peningkatan profesionalisme tenageh&tan yang didukung
dengan sarana/prasarana yang memadai;

Peningkatan dalam penanggulangan kemiskinan dengamdorong partisipasi
semua pemangku kepentingan baik pemerintah, swaSM, dan kelompok lain
yang peduli terhadap kemiskinan;

Peningkatan upaya meminimalkan jumlah pendudukimislkengan meningkatkan
laju pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan jumlatkapgngangguran; dan

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perl@s®s sumber daya ekonomi
dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejarterasyarakat miskin.

F. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal
berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yawgwasan lingkungan;

2. Peningkatan upaya menurunkan jumlah lahan Wik di dalam maupun di luar
kawasan hutan;

3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan gdestfungsi lingkungan
hidup makin berkembang;

4. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatambegaan yang ditandai
dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan k@sesumber daya alam dan
lingkungan hidup;

5. Peningkatan dalam peliharaan keanekaragaman rdgratkekhasan sumber daya
alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewksgund nilai tambah, daya
saing, serta modal pembangunan daerah pada magakem datang; dan

6. Peningkatan kapasitas antisipatif dan pemantapatemkagaan dalam
penanggulangan bencana di setiap tingkatan peraleaint

G. Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang

maju ,ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terlaksananya pembangunan fisik pelabuhan;

a bk~ 0N

Reklamasi pantai dengan mewujudkan hutan bakau;
Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai;
Pelestarian hutan di dataran tinggi/pegunungan;

Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan kKelnutanan diarahkan untuk
menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada msistggribisnis dan
agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan;

Peningkatan industri kelautan yang meliputi permgaun laut, industri maritim,
perikanan, wisata bahari, energi dan sumber dayerali dikembangkan secara
sinergi, optimal, dan berkelanjutan; dan

Peningkatan pengembangan kawasan pegunungan sedragat wisata alam dan
hutan lindung.

H. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antarregional,
nasionalditandai oleh hal-hal berikut:

1.

Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategis aefaku pembangunan di
Daerah, secara partisipatif;

Peningkatan pelaksanaan kerja sama regional astatd&abupaten/kota, baik
yang langsung maupun melalui kerja sama Kendal mdBe— Ungaran —
Semarang — Salatiga — Purwodadi (Kedungsepur); dan
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3. Peningkatan pelaksanaan kerjasama ditingkat Nds{ogracana membuka akses
hubungan antarprovisi melalui jalur laut).

IV.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMgK2 (2010 — 2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, damyaekeberlanjutan RPJP Daerah
Tahap Lima Tahun Pertama, RPJP Daerah Tahap LirhanTKedua ditujukan untuk
lebih :

A. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berakhak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradalditandai oleh hal-hal berikut:

1. Pengembangarkualitas keimanan, ketakwaan warga masyarakat Kabop
Kendal;

2. Pengembangan pemerataan akses dan mutu pendidédggnbe&lajar pendidikan
dasar dan menengah, serta peningkatan relevangiukun pendidikan yang
sesuai dengan pangsa pasar kerja;

3. Pengembangan kesadaran penerapan etika dan mdeahsai-nilai keagamaan
dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahamalam dinamika
pergaulan regional, nasional dan internasional,

4. Pengembangan kualitas sumber daya manusia yangalhdathm mendukung
eksistensi masyarakat Kabupaten Kendal berdasarkandan takwa;

5. Pengembangan toleransi antar umat beragama di Keyugendal; dan

6. Pengembangan kesadaran dalam rangka penerapanilaildokal dalam rangka
memperkuat identitas masyarakat Kabupaten Kendal.

B. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk menapai masyarakat yang
lebih makmur dan sejahteraditandai oleh hal-hal berikut:

1. Pengembangan kesejahteraan masyarakat melaluigkatan kualitas sumber
daya manusia, serta peningkatan sistem pengeldamiber daya alam yang
berwawasan lingkungan;

2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pencipiidan yang lebih kondusif,
termasuk membaiknya infrastruktur;

3. Pengembangan pembangunan infrastruktur lebih didomoelalui peningkatan
peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijdka regulasi serta
reformasi dan rekonstruksi kelembagaan;

4. Pengembangan sumberdaya manusia yang berkuafhtasa &ain ditandai dengan
meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) ddeks pembangunan
gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun dagaay berkarakter cerdas,
kompetitif, adil, beradab dan berorientasi iptelenmgkatkan kualitas dan akses
masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan Kkeasehaneningkatkan
kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan daaknengendalikan jumlah
dan laju pertumbuhan penduduk;

5. Peningkatan kinerja aparat terkait dalam upaya miemaikan jumlah penduduk
miskin, dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekopdam menurunkan jumlah
angka pengangguran;

6. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perlaks®s sumber daya ekonomi
dalam rangka meningkatkan daya beli dan kesejarterasyarakat miskin;

7. Pengembangan profesionalisme kerja birokrasi penadri kabupaten Kendal
melalui pelatihan (DIKLAT) sehingga dapat menindgeat sistem dan pelayanan
terpadu, serta mempersempit kemungkinan penyalalagpenyimpangan yang
merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesaemrbhk Indonesia; dan
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Pengembangan penerapan hasil penelitian dan IPTdl§ ynampu mendorong
berkembangnya teknologi madya di berbagai bidang.

C. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis berlandaskan hukum dan
berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1.

Peningkatan supremasi hukum dan hak asasi mayasdia,dengan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintaipeneaiki kinerja maupun
sistem kelembagaannya;

Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang efidtifefisien sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance dan clean government melalui peningkatan
efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pena¢ran daerah;

Peningkatan proses demokratisasi, politik, dan g@eken hukum melalui
peningkatan kualitas kelembagaan politik dan ahili@s aparat dan penegak
hukum;

Peningkatan kualitas dan implementasi perencanaarg \berorientasi pada
pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinnmis;

Peningkatan peran kelembagaan lokal yang berbap&dia nilai-nilai lokal yang
bersumber dari jati diri budaya masyarakat kabupkéndal dalam pembangunan
daerah.

D. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang aman dan damai ditandai oleh hal-hal
berikut:

1.

Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan padailailaluhur budaya
bangsa yang berakar dari budaya lokal;

Pengembangan sistem keamanan dalam upaya mencegatgngkal, dan
menindak kejahatan yang ada dengan melibatkan tplkodh masyarakat dalam
penanganannya;

Pengembangan sistem keamanan lingkungan baik y#dagsahakan aparat
maupun oleh masyarakat;

Pengembangan  sistem  penanggulangan yang komprehemksilam
menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemgsekamtaan narkoba;

Pengembangan kinerja (profesionalisme) aparat Baf@lisi Pamong Praja
(Satpol PP) melalui pembinaan yang berkesinambyngan

Peningkatan kerja sama dengan pihak kepolisianndal@aya menciptakan
ketenteraman dan ketertiban; dan

Pengembangan sistem pemeliharaan keamanan daribleetemasyarakat dan
pencegahan/pemberantasan tindak kriminal.

E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkadilan ditandai oleh hal-
hal berikut:

1.

2.

3.

Pengembangan potensi wilayah dan klaster ekonordiepaan disemua lini dan
perbaikan infrastruktur yang menunjang kegiatanl@ergunan yang berkeadilan;

Pengembangan pembangunan bidang ketenagakerjagandemencetak tenaga
kerja yang terampil serta didukung dengan tinglegelahteraan yang memadai
termasuk jaminan perlindungan keselamatan kerjag ydapat yang dapat
dipertangungjawabkan;

Pengembangan pelayanan bidang kesehatan denganemmundah setiap unsur
pelayanan kesehatan dan peningkatan profesionaltemega kesehatan yang
didukung dengan sarana/prasarana yang lengkap;
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Pengembangan penanggulangan kemiskinan dengan raegduartisipasi semua
pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, L&M ketlompok lain yang
peduli terhadap upaya peningkatan kesejahteragatrakskin;

Pengembangan sistem dalam upaya meningkatkan peadapasyarakat melalui
perluasan akses sumber daya ekonomi guna menirgkadlaya beli dan
kesejahteraan masyarakat;

Pengembangan sistem perencanaan pembangunan dealjaakan masyarakat
berperan aktif sebagai subyek dan obyek pembangunan

Peningkatan perbaikan sistem pemberdayaan masyarakdalui Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Programdpdmangan Kecamatan
(PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan dioRsak (P2KP); dan

Pengembangan kualitas pelayanan publik yang lebifalm cepat , transparan, dan
akuntabel yang berkesinambungan.

. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal
berikut:

1.

Pengembangan program reboisasi pada lahan kails yang ada di dalam
maupun di luar kawasan hutan;

Pengembangan dalam pengelolaan sumber daya air ysewgntiasa
memperhatikan dampak lingkungan;

Pengembangan sistem perencanaan tata ruang sesiat&nsi pemanfaatan ruang
dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen peraacapembangunan
terkait dan penegakan peraturan perundang - undamdglam rangka

pengendalian pemanfaatan ruang;

Pengembangan program perumahan/permukiman yangsudikan dengan
peruntukannya serta harus disertai dengan penagkengelolaan layanan sarana
dan prasarana yang memadai terutama air bersihtasamlan pengelolaan
persampahan;dan

Pengembangan sistem pemeliharaan keanekaragameth dey kekhasan sumber
daya alam tropis lainnya sehingga bermanfaat bagyarakat dan lingkungan.

. Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang
maju, ditandai oleh hal-hal berikut:

1.
2.

Melanjutkan pembangunan fisik dan fungsi pelabuhan;

Peningkatan dalam melanjutkan reklamasi pantai atepgnanaman secara masal
tanaman mangrove (hutan bakau);

Peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir pantai;

4. Pelestarian hutan di dataran tinggi/pegunungan;

Pengembangan produktivitas pertanian, perikanankdanotanan yang diarahkan
untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu psideem agribisnis dan
agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan;

Peningkatan industri kelautan yang meliputi perimgaun laut, industri maritim,
perikanan, wisata bahari, energi dan sumber dayerali dikembangkan secara
sinergi, optimal, dan berkelanjutan; dan

Peningkatan pengembangan kawasan pegunungan sébagat wisata alam dan
hutan lindung.
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H. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antarregional,
nasionalditandai oleh hal-hal berikut:

1. Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategisp@ii&u pembangunan daerah
secara regional maupun nasional;

2. Pelaksanaan kerjasama regional antardaerah kabikmite baik yang langsung
maupun melalui kerja sama Kedungsepur; dan

3. Pelaksanaan kerjasama ditingkat nasional (rencam@buoka akses hubungan
antarprovinsi melalui jalur laut.

IV.2.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMEK3 (2015 — 2019)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan selegaidnjutan RPJPD Tahap
Kedua, RPJPD Tahap Ketiga ditujukan untuk lebih emsiappkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankaa lpagld- hal sebagai berikut :

A. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berakhak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradalditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakdsyarakat yang
berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh ladailai agama dan budaya
lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pelgauegional, nasional, dan
internasional;

2. Penguatan akses dan mutu pendidikan, tenaga plendidg bersertifikasi serta
peningkatan relevansi kurikulum pendidikan menendah tinggi yang sesuai
dengan pangsa pasar kerja;

3. Penguatan kualitas tenaga kesehatan, pelayanasatiana prasarana kesehatan
guna mewujudkan sistem jaminan pemeliharaan kemehatasyarakat yang
profesional;

4. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokalagia rangka peningkatan kualitas
jati diri yang berbasis pada modal sosial yang makirkembang;

5. Penguatan sikap yang baik dalam hubungan (tolgramsarumat beragama di
Kabupaten Kendal; dan

6. Penguatan nilai-nilai baru yang positif dan produtthlam rangka memantapkan
budaya dan karakter masyarakat kabupaten kendal.

B. Terwujudnya masyarakat yang berdaya-saing untuk menapai masyarakat yang
lebih makmur dan sejahteraditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Penguatan daya saing kompetitif perekonomian baaksican keunggulan sumber
daya alam dan sumber daya manusia berkualitas kenempuan ilmu dan
teknologi yang terus meningkat;

2. Penguatan penanganan kesejahteraan masyarakauinpg#aingkatan kualitas
sumber daya manusia, serta peningkatan sistem lpéege sumber daya alam
yang berwawasan lingkungan;

3. Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan ¥ang lebih kondusif,
termasuk membaiknya infrastruktur penunjang kegit¢esebut;

4. Penguatan pembangunan infrastruktur lebih didomnoe¢plui peningkatan peran
swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakaredatasi serta reformasi dan
rekonstruksi kelembagaan,;

5. Penguatan dalam pengembangan sumberdaya manugabgegkualitas, antara
lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangumanusia (IPM) dan
indeks pembangunan gender (IPG) yang diarahkark unétmbangun daerah yang
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berkarakter cerdas, kompetitif, adil, beradab damtientasi iptek; meningkatkan
kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanadidp@an dan kesehatan;
meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pem@mmpdan anak; dan
mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;

Penguatan kinerja aparat terkait dalam upaya memaikan jumlah penduduk
miskin, dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekopdam menurunkan jumlah
angka pengangguran;

Penguatan dalam meningkatkan pendapatan masyaredtalui perluasan akses
pengelolaan sumber daya ekonomi dalam rangka meatkan daya beli dan
kesejahteraan masyarakat miskin;

Penguatan dalam peningkatan profesionalisme keijakrasi Pemerintah
Kabupaten Kendal melalui pelatihan (DIKLAT) sehiagdapat meningkatkan
sistem dan pelayanan terpadu, serta mempersempitmurgkinan

penyalahgunaan/penyimpangan yang merugikan masyataéngsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan

Penguatan dalam penerapan hasil penelitian danKB/BEg mampu mendorong
berkembangnya teknologi madya diberbagai bidang.

C. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis berlandaskan hukum dan
berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1.

Penguatan dalam penempatan supremasi hukum daradssk manusia, yaitu
dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhgumm pemerintah dan
Pemerintah Daerah memperbaiki kinerja maupun sikedembagaannya,;

Penguatan dalam penyelenggaraan pemerintah yahkgf eflan efisien sesuai
dengan prinsip-prinsipgood governance dan clean government melalui
peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyejangan pemerintahab daerah;

Penguatan proses demokratisasi, politik, dan pdmaagahukum melalui
peningkatan kualitas kelembagaan politik dan ahili@s aparat dan penegak
hukum;

Penguatan kualitas dan implementasi perencanaam Yserorientasi pada
pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis;

Penguatan peran kelembagaan lokal yang berbasal&epilai-nilai lokal yang
bersumber dari jati diri budaya masyarakat Kabupatéendal dalam
pembangunan daerah;

Penguatan dalam mendukung pelaksanaan nilai-nilamo#trasi dengan
menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondisknasi dan kemitraan; dan

Penguatan nilai-nilai kesadaran dan penegakan hu#talam berbagai aspek
kehidupan berkembang makin mantap.

D. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang aman dan damai ditandai oleh hal-hal
berikut:

1.

2.

3.

Penguatan budaya masyarakat yang berlandaskanngadailai luhur budaya
bangsa yang berakar dari budaya lokal yang menkékahanan dalam dinamika
pergaulan, baik ditingkat lokal, daerah, maupunameas;

Penguatan sistem keamanan dalam upaya mencegahngkeh dan menindak
kejahatan yang ada dengan melibatkan para tokolyarsat dan elemen lain
yang berkepentingan;

Penguatan sistem keamanan lingkungan baik yangsdit@kan aparat maupun
oleh masyarakat;
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Penguatan model penanggulangan yang komprehenidimdaengupayakan
pengurangan pemasokan/permintaan narkotika daroblb#dn terlarang lainnya;

Peningkatan kerja sama dengan pihak kepolisianndal@aya menciptakan
ketentraman dan ketertiban;

Penguatan sistem pemeliharaan keamanan dan katertitasyarakat dalam
pencegahan/pemberantasan tindak kriminal,

Penguatan dalam penciptaan kondisi aman dan damdierbagai wilayah
perdesaan terus membaik dengan meningkatnya kenaanaiasar pertahanan dan
keamanan sipil; dan

Penguatan kemampuan lembaga keamanan dari tinglesatd hingga nasional
secara terpadu, serasi dan seimbang.

. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkadilan ditandai oleh hal-
hal berikut:

1.

Penguatan tingkat kesejahteraan masyarakat yamrgagikan semakin membaik,
dan mulai merata di semua lapisan masyarakat;

Penguatan bidang infrastruktur perdesaan terusmti&agkan, terutama yang
mendukung pengembangan sektor pertanian;

Peningkatan pembangunan perumahan (rumah murabetiat) yang dilengkapi

dengan prasarana dan sarana pendukung bagi séfyisan masyarakat terus
ditingkatkan dan didukung oleh sistem pembiayaammeahan jangka panjang
dan berkelanjutan secara efektif, efisien dan aheif sehingga kondisi tersebut
diharapkan semakin mendorong terwujudnya permukiyaauy sehat, merata dan
berkeadilan;

Penguatan pelayanan bidang kesehatan dengan mendadrnsetiap unsur
pelayanan kesehatan dan peningkatan profesionaliemega kesehatan yang
didukung dengan sarana/prasarana yang semakinaengk

Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan Pangan®lasalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan pahkdusia lanjut melalui
peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan; dan

Peningkatan program partisipasi masyarakat dalarmbpegunan melalui
perbaikan sistem PNPM PPK dan P2KP menjadi progmemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan yang mandiri.

. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal
berikut:

1.

2.

3.

4.

Penguatan proses pembangunan berwawasan lirgkwang sedang berjalan,
dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkund@am kemampuan pemulihan
untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekogang berkelanjutan;

Penguatan pengelolaan dalam pendayagunaan sumfzeralda yang diimbangi
dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidumgyalidukung oleh
meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilakasyarakat yang
memanfaatkannya;

Pengembangan manajemen pengendalian pencemaraemmsakan lingkungan
melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pap@npenegakan hukum
lingkungan;

Penguatan kualitas penataan ruang melalui pemuldsn perluasan kawasan
lindung, pengelolaan kawasan andalan dan stragegiara optimal sesuai daya
dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkedan]



5.

6.

64

Peningkatan dalam pengelolaan sumber daya air €kess) yang mampu

menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dagggabangan sumber daya air
serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk meahiekebutuhan dasar

masyarakat; dan

Penguatan sistem pemeliharaan keanekaragaman tlaydtekhasan sumber daya
alam tropis lainnya sehingga bermanfaat bagi pdaitagn kesejahteraan
masyarakat dan terpeliharanya lingkungan.

G. Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang
maju, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1.

Pengembangan pembangunan fisik dan fungsi pelatiGhlampaten Kendal dalam
upaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomalatae

Pengembangan reklamasi pantai dengan melanjutkaangman secara masal
tanaman mangrove (hutan bakau) sehingga dapat genarasi (pengikisan
pantai oleh air laut) karena terlindung oleh akarapohon bakau, serta dapat
meningkatkan kekayaan biota laut;

Pengembangan produktivitas pertanian, perikanarkdhntanan diarahkan untuk
menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada misigribisnis dan
agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan;

Peningkatan industri kelautan yang meliputi perimgaun laut, industri maritim,
perikanan, wisata bahari, energi dan sumber dayerali dikembangkan secara
sinergi, optimal, dan berkelanjutan;

Peningkatan pengembangan kawasan pegunungan sedragat wisata alam dan
hutan lindung; dan

Peningkatan pembangunan kelautan sebagai gerakendydukung oleh semua
sektor.

H. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antarregional,
nasionalditandai oleh hal-hal berikut:

1.

2.

3.

4.

Penguatan kepemimpinan dan kontribusi Kabupaterd&lemalam berbagai kerja
sama antardaerah dalam rangka mewujudkan tatarfadukpan yang lebih adil
dan damai dalam berbagai aspek kehidupan;

Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategispatétu pembangunan daerah
secara regional maupun nasional yang semakin bgataanfaat bagi masyarakat;

Peningkatan kerja sama regional antardaerah kadn/gata, baik yang langsung
maupun melalui kerja sama Kedungsepur; dan

Peningkatan kerja sama di tingkat nasional (rencaeebuka akses hubungan
antarprovinsi melalui jalur laut.

IV.2.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMgk4 (2020 — 2024)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan selsgaidnjutan RPJPD Tahap

Lima Tahun Ketiga, RPJPD Tahap Lima Tahun Keempajuttan pada:

A. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berakhak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradalditandai oleh hal-hal berikut:

1.

Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai djati yang tangguh,
bermoral dan mampu bersaing dengan tetap berpegguip pada nilai-nilai
agama dan budaya lokal yang memiliki ketahananndalhamika pergaulan
regional, nasional, dan internasional;

Pemantapan mutu pendidikan menengah dan tinggigidngung oleh sarana dan
prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yamgsoal, serta peningkatan
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mutu kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yaeguai dengan pangsa pasar
kerja;

3. Pemantapan dalam penerapan IPTEK di berbagai bisieceya kompetitif dalam
mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraayanasit;

4. Pemantapan kualitas tenaga kesehatan, utamanyaselgripelayanan dengan
dukungan sarana prasarana kesehatan yang menirdgjkatapkan dapat
mewujudkan sistem peliharaan (pelayanan) kesehatmyarakat dengan lebih
baik dan profesional;

5. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam rangk@ningkatan kualitas jati diri
dalam pergaulan daerah, nasional dan internasional;

6. Pemantapan kualitas keimanan, ketakwaan warga naksyskabupaten Kendal
yang semakin baik; dan

7. Pemantapan akan nilai-nilai baru yang positif dawodpktif dalam rangka
memantapkan budaya dan karakter masyarakat Kalukatelal.

. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk menapai masyarakat yang
lebih makmur dan sejahteraditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Pemantapan percepatan pembangunan di berbagaigbdtmgan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh bhddskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah kabupaten Kendal yafidukung oleh Sumber
Daya Manusia yang profesional,

2. Pemantapan sumber daya manusia yang berkualitabaitdaya saing, ditandai
oleh meningkat dan meratanya akses, kualitas sel¢gansi pendidikan seiring
dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelay pendidikan yang
didukung oleh peningkatan kemampuan Iptek;

3. Pemantapan dalam upaya meningkatkan derajat kesehddn status gizi
masyarakat melalui berbagai program kesehatan masstabaik yang sudah dan
yang akan dilaksanakan;

4. Pemantapan sistem tumbuh kembang optimal, keseahntedan perlindungan
anak, serta terwujudnya kesetaraan gender, sertahbenya kondisi penduduk
dalam tumbuh seimbang;

5. Pemantapan struktur perekonomian yang makin majukdkoh dengan harapan
dapat meningkatkan daya saing perekonomian dgarapmakin kompetitif serta
mampu mengakomodir antara sektor; industri, paataispertanian, kelautan dan
sumber daya alam, dan sektor jasa; dan

6. Pemantapan lembaga dan pranata ekonomi yang ad#a diipgkatkan dengan
pendidikan dan latihan yang sesuai dengan perkegabaserta kebutuhan pasar.

. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis berlandaskan hukum dan
berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Pemantaparkelembagaan politik dan hukum dapat terlaksanandi#tia dengan
terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dabsrbagai aspek kehidupan
politik;

2. Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujueketugan masyarakat
yang menjunjung tinggi supremasi hukum vyaitu dengareningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintaipeneaaiki kinerja maupun
sistem kelembagaan peradilan dari tingkat pusa@gaiaerah;
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Pemantapan dalam penyelenggaraan pemerintah yakgf efan efisien sesuai
dengan prinsip-prinsipgood governance dan clean government melalui

peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyedangan pemerintahan di
Daerah;

Pemantapan proses demokrasi dan politik serta pkaeghukum melalui
pemantapan kedewasaan politik rakyat serta peneghkkum yang dilandasi
prinsip transparansi dalam proses pelaksanaannya;

Pemantapan nilai-nilai kesadaran dan penegakanninudalam berbagai aspek
kehidupan yang berkembang makin mantap serta patmgy Kkinerja

aparatur/lembaga yang mendukung supremasi hukumpdaagakan hak asasi
manusia sehingga nilai-nilai demokrasi yang menibératkan pada prinsip
toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dapaakedna dengan baik; dan

Pemantapan sistem hukum nasional yang mantap yemsgrbber pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiaudm 1945 dalam
mendorong supremasi hukum.

. Terwujudnya Kabupaten Kendal aman dan damaiditandai oleh hal-hal berikut:

1.

Pemantapan budaya masyarakat yang berlandaskampaidailai luhur budaya
bangsa yang berakar dari budaya lokal yang menkiékahanan dalam dinamika
pergaulan, baik ditingkat lokal, daerah, maupunamas;

Pemantapan sistem keamanan guna mencegah, menadghkalmenindak
kejahatan yang ada dengan melibatkan para tokolyamskat dan elemen lain
yang berkepentingan dalam implementasinya;

Pemantapan sistem keamanan lingkungan baik yaagsdihakan aparat maupun
oleh masyarakat;

Pemantapan metode penanggulangan yang kompreldaiaih mengupayakan
pengurangan pemasokan/permintaan narkotika daroblagan terlarang lainnya;

Peningkatan kerja sama dengan pihak kepolisiannmdalpaya menciptakan
ketentraman dan ketertiban;

Pemantapan sistem pemeliharaan keamanan dan batennasyarakat dalam
pencegahan/pemberantasan tindak kriminal;

Pemantapan kondisi aman dan damai di berbagai atilggrdesaan diupayakan
terus membaik dengan meningkatkan kemampuan dedahpnan dan keamanan
sipil;

Pemantapan kemampuan lembaga keamanan dari tidgkedh hingga nasional
secara terpadu, serasi dan seimbang; dan

Pemantapan kinerja antara POLRI dan partisipasiyanakat dalam bidang
keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang gfek

. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkadilan ditandai oleh hal-
hal sebagai berikut:

1.

Pemantapan dalam peningkatan kesejahteraan maslygealg ditunjukkan oleh
makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan mmakgh dengan jangkauan
pelayanan lembaga jaminan sosial dan kepeduliaal sasg lebih menyeluruh;

Pemantapan pembangunan jaringan komunikasi daroltelninformasi yang
merakyat yang dapat menjangkau seluruh wilayah gatem Kendal dan dapat
diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat luas

Pemantapan kualitas dan implementasi perencanaag Warorientasi pada
pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis;
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Penguatan pembangunan perumahan (rumah murah Hat) gang dilengkapi

dengan prasarana dan sarana pendukung bagi sehasyarakat yang didukung
oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjangetéalanjutan, efisien, dan
akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukinoemnuk;

Pemantapan kelembagaan lokal yang berbasis kep#aianilai lokal yang
bersumber dari jati diri budaya masyarakat Kabupdtendal yang merupakan
aset dalam setiap perencanaan pembangunan baklhittlokal maupun daerah;
dan

Pemantapan struktur perekonomian daerah yang nkalkioh dan maju dengan
dukungan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai kedaggkomparatif dan
kompetitif di pasar global.

F. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal
sebagai berikut:

1.

Pemantapakesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakeaf yekin mantap
dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestamasi lingkungan hidup
untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupangg masyarakat mampu
berperan sebagai penggerak kegiatan pembangungrogegelanjutan;

Pemantapan proses pembangunan berwawasan lingkyaggrnsedang dan akan
berjalan senantiasa dapat terkontrol, dicerminkiet e¢erjaganya daya dukung
lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukkumegitas kehidupan
sosial dan ekonomi yang berkelanjutan;

Pemantapan pendayagunaan sumber daya alam yangadgmdengan upaya
pelestarian fungsi lingkungan hidup yang didukutehaneningkatnya kesadaran,
sikap mental, dan perilaku masyarakat yang memtkaiaaya dapat
berkesinambungan;

Pemantapan dalam pengembangan manajemen pengengali@emaran dan
kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagamasyarakat dan
pemantapan penegakan hukum lingkungan;

Pemantapan kualitas penataan ruang melalui pemulilaa perluasan kawasan
lindung, pengelolaan kawasan andalan dan stragegiara optimal sesuai daya
dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berketan]

Pemantapan dalam Pengelolaan sumber daya air (kasBe yang mampu

menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air daggrabangan sumber daya air
serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk maeammekebutuhan dasar
masyarakat;dan

Pemantapan sistem pemeliharaan keanekaragaman Hagakekhasan sumber
daya alam tropis lainnya sehingga bermanfaat bagingkatan kesejahteraan
masyarakat dan terpeliharanya lingkungan untuk ngkaitkan modal
pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

. Terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai wilayah pantai dan pegunungan yang

maju ,ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1.

Pemantapan manajemen pelabuhan Kabupaten Kendak uneningkatkan
efisiensi penyelenggaraan sistem transportasiyjlaoy mendukung aksesibilitas
wilayah, pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonaenati yang berkelanjutan;

Pemantapan pengelolaan wilayah pantai melalui meéa pantai dengan
melanjutkan penanaman secara masal tanaman maniaes bakau) sehingga
dapat dimanfaatkan/dikelola sebagai tempat wisatdéap dan perlindungan pantai
secara alami;
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3. Pemantapan dalam peningkatan produktivitas pertaperikanan dan kehutanan
diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yangtubggu pada sistem
agribisnis dan agroindustri, guna menjamin keteasedpangan;

4. Pemantapan industri kelautan yang meliputi perhghonaut, industri maritim,
perikanan, wisata bahari, energi dan sumber dayerali dikembangkan secara
sinergi, optimal, berkelanjutan serta didukung seraaktor untuk kemakmuran
masyarakat di Daerah;

5. Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan sprasarana pendukung sektor
perindustrian, perdagangan dan pariwisata yang malpgrsaing di pasar
global;dan

6. Pemantapan dalam peningkatan usaha dan investapedasahaan-perusahaan di
zona ekonomi eksklusif dan lautan bebas dalam epgkingkatan perekonomian
daerah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonong gamakin berkualitas dan
berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatdpita pada tahun 2025
mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daemaéndapatan menengah
dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlahyskdmiskin yang makin
rendah/berkurang.

. Terwujudnya peran aktif Kabupaten Kendal dalam pergaulan antarregional,
nasionalditandai oleh hal-hal berikut berikut:

1. Pemantapan kinerja aparatur dan instansi terkénddidang kerja sama antar
daerah yang berguna untuk mewujudkan tatanan kehidyang lebih baik, adil
dan damai dalam berbagai aspek kehidupan yangrbpndgan antara Kabupaten
Kendal dengan daerah lain;

2. Pemantapan pelaksanaan kerja sama antardaerabnalegian nasional yang
semakin nyata bermanfaaat bagi masyarakat sekitampum bangsa Indonesia
pada umumnya;

3. Peningkatan kerja sama antardaerah sebagai jemb@sakmuran bangsa,
melalui kerja sama Kedungsepur, maka Kabupaten #ediharapkan dapat
menjadi panutan daerah lain dalam mengembangkangataerah; dan

4. Pemantapan kerja sama dan kemitraan strategissgfdtah sektor pembangunan
dalam mendukung kemandirian daerah.
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BAB V
PENUTUP

RPJP Daerah Tahun 2005-2025 yang berisi visi, ndian arah pembangunan
daerah merupakan pedoman bagi pemerintah dan rakayati dalam penyelenggaraan
pembangunan nasional 20 tahun ke depan.

RPJP Daerah dijadikan sebagai koridor dalam pemarswisi, misi, dan program
prioritas Calon Bupati / Wakil Bupati dan pedomaadath penyusunan RPJM Daerah
berdimensi 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja HatabrDaerah (RKPD) berdimensi
tahunan Kabupaten Kendal. Keberhasilan pembangdaarah dalam mewujudkan visi
Kabupaten Kendal yang mandiri, maju, dan sgjahtera perlu didukung oleh :

1. komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat daro&eatis;
2. konsistensi kebijakan pemerintah daerabh;

3. keberpihakan kepada rakyat; dan

4. peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

SITI NURMARKESI



